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ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Tindak pidana Penggelapan Sebagai Perbuatan
Berlanjut (Kasus Putusan. 1536/Pid-bi2007/PN.MKS)"., karya Fazlur
Rahman di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing Idan Nur
Azisa selaku pembimbing Il

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pertanggung
jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang
berfanjut; untuk mengetahui penarapan sanksi pidana ternadap tindak pidana
penggelapan premi asuransi secara lefus menerus sebagai perbuatan yang
beranjut.

Adapun teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan
(Library Research), kemudian data yang diperolen diolah menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menjelaskan perlunya
memaparkan tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan sebagal perbuatan
berlanjut di Pengadilan Neger Makassar

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh hasil sebagai
berkut: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang berlanjut dalam perkara
no. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks, dilentukan atas putusan Majelis Hakim
berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagal suatu syarat
pemidanaan, Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembenaran yang
meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan, dan berdasarkan unsur
tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak
pidana sehingga pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tertap berlaku bagi pembuat
tindak pidana. Di samping itu berdasarkan fakta dan data yang ada pada saat
pemeriksaan peradilan dimana antara fakia dan data dengan dakwaan
penuntut umum terdapat kecocokan didalamnya; 2) Penerapan sanksi pidana
terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi secara lerus menerus
berdasarkan stelsel-stelsel pemidanaan pada CONCUISUS yailu perbuatan
beranjut (Pasal 64), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan
perbarengan peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa
Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana menggelapkan premi asuransi terus
menerus sebagai perbuatan yang beranjut. Hakim memidana terdakwa
tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan & {(enam) bulan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sefiap manusia mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk
dipenuhi. Adanya perbedaan kepentingan terhadap setiap individu
melahirkan perkembangan dan  pertambahan jumiah dan jenis
kepentingannya. Individualisme yang bersinergi dengan kepentingan inilah
yang menimbulkan manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi
dari berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga
keinginan atau kepentingannya tidak tercapai.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang
komplek pamahaman dar berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar
atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda
satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini
menitik-fokuskan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada
tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap
keterfiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang
mengancam keamanan negara,

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau

pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu



dinilai oleh pembentuk undang-undang sgbagai perbuatan yang
membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan
untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi
pidana bagi barangsiapa yang melanggamya atau berindak melawan
hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas
kepentingan-kepentingan hu kum tersebut.

Oleh karena itu, penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah
karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan hukum
tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin
jumiah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Namun, di
indonesia perubahan dan kemajuan yang dialami menimbulkan beberapa
efek negatif, anatara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum,
pengabaian rasa keadilan, kurangnya perindungan hukum dan kepastian
hukum bagl masyarakat serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses
peradilan.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan haria
kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan
istilah  penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang
mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Fenggelapan
yang dilakukan oleh seseorang seringkali dilakukan beberapa kali dalam

tempat dan kondisi yang sesuai dengan motif pelakunya. Yang pada akhimya



ketika ia dipersalahkan mendorongnya kepada perbarengan tindak pidana
yang secara mutlak dilakukan melalui perbuatan tindak pidana penggelapan.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana penggelapan, pelaku
tindak pidana penggelapan secara luas lebih di dominasi oleh unsur
penyalahgunaan kepercayaan yang berujung pada bemilai negatifnya
jabatan yang diberikan oleh pemberi amanat seperli pada perkara pidana
yang merugikan secara jelas P.T. Equity Life indonesia cabang Makassar
yang penulis jadikan sampel penelitian. Dimana pelaku penggelapan yang
hermama Romi alias Romulus Bela yang bertugas melayani nasabah yang
akan membayar lanjutan premi dan penerimaan hasil tagihan dan kolektor
pada P.T. Equity Life Indonesia. Bahwa terdakwa pada setiap pembayaran
premi dari nasabah terdakwa hanya menyetor sebagian kepada kantor pusat
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tindakan tersebut dipandang oleh
Maijelis Hakim sebagai penggelapan yang dilakukan secara terus-menerus
sebagai perbuatan yang berlanjut dimana terdakwa telah dengan sengaja
melakukan penggelapan dengan mengambil dana prem nasabah pada
periode Maret 2006 sampai dengan September 2007 dengan total kerugian
yang dialami P.T. Equiti Life Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp.
414.251.508 -

Dengan beradanya barang di tangan terdakwa tersebut disebabkan

oleh wewenang yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum yaitu, P.T.



Equity Life Indonesia Cabang Makassar adalah hubungan antara orang yang
dengan wewenang yang dipercayakan padanya untuk menguasai
barang/benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu.
Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan
keselamatan dan pengurusan terhadap benda atau harta kekayaan yang
dipercayakan padanya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih
besar itu.

Berdasarkan fakta, data dan permasalahan tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk mengkal permasalahan yang timbul dalam sebuah
karya iimiah hukum/skrpsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Penggelapan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan
Yang Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.1535/Pid-b/2007/p.n.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan

masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana dan penerapan
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi
asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang beranjut ?

b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
penggelapan premi asuransi secara ferus menerus sebagai
perbuatan yang berlanjut 7



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :
1. Unituk mengetahui sejauh manakah pertanggung jawaban pidana dan
penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
premi asuransi secara terus menerus sebagal perbuatan yang
berlanjut.
5 Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
penggelapan premi asuransi secara lernis menerus sebagai perbuatan
yang berlanjut.
D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain .
1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia berupa tinjauan secara
hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara lerus
menerus sebagai perbuatan yang berlanjut termasuk didalamnya mengenai
sejauh mana pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana
terhadap pelakunya serta pertimbangan putusan hakim menjatuhkan pidana
penggelapan premi asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang

berlanjut.



2. Secara Praktis
Adapun kegunaan penefitian ini secara praktis, yaitu :

a. Dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam
upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penggelapan premi
asuransi secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.

b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian

atau iimuan yang berminat untuk kajian selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penggelapan
1. Pengertian Tindak Fidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana
yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi
harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan,
Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang
lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menagaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang
sesyaty atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapl yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang ( Tongat, 57 : 2006 ) mengemukakan penjelasannya

mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih
tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau
“penyalahgunaan kepercayaan®. Sebab, inti dan tindak pidana yang
diatur dalam BAB XXV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak’
atau “penyalahgunaan kepercayaan". Karena dengan penyebutan
tersebut maka akan lebin memudahkan bagi setiap orang untuk
mengetahui perbuatan apa yang sebenamya dilarang dan diancam
pidana dalam ketentuan tersebut.



Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal telaah pengertian

tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena
tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya
karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.
Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan
sebagainya itu menguasai barang lersebut untuk dir sendin secara
melawan hukum, maka orang tersebut berai melakukan

"pengelapan’.
Kemudian, Adami Chazawi (70:2008) menambahkan penjelasan

mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan

sebagai berikut

Perkataan verduistening yang kedalam bahasa kita diterjemahkan
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda
diberikan secara arti luas {figudik), bukan diartikan seperti arti kata
yang sebenamya sebagal membikin sesuatu menjadi tidak terang atau
gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan
haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana
tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi
kepercayaanm untuk menguasai benda tersebut bukan karena
kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata
penggelapan dapat kita lihat juga C. 5. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil
(252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut

Penggelapan ; barang siapa secara ftidak sah memiliki barang yang

selurunnya atau sebagian adalah milikk orang lain dan yang ada

padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan

tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai
“verduistering” atau "penggelapan’.



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak
pidana penggelapan adalah sebagai benkut |
a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi :

1. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai),

Adami Chazawi (72:2008) menerangkan bahwa perbuatan memiliki
adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik
benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku
dengan melakukan perbuatan memiliki atas sualu benda yang berada dalam
kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik
melakukan perbuatan terhadap benda itu, Oleh karena sebagai unsur tindak
pidana "penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan
unsur yang sama dalam tindak pidana *pencurian” sekalipun dengan
pengertian yang sama,

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri
(menguasai)” , Tongat (59:2006) menyebutkan :

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur "menguasai” ini merupakan

unsur "subjekti™, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur

tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana
pencurian, ‘menguasai’ merupakan tujuan dari tindak pidana
pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak periu terlaksana pada
saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesal.

Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai

maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa periu

terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.Sementara dalam
tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai’ tersebut



merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut

merupakan perbuatan yang dilarang, maka ftidak ada penggelapan

apabila perbuatan “menguasar” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana
penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai’ itu harus sudah
terlaksana atau selesal. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai
sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Unsur sesualu barang,

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin
dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak
berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sabagai barang
yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai
unsur ini, menerangkan bahwa |

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya

suatu hubungam langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang

menjadi indikatomya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan
terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa
harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya
terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak
mungkin teriadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain,

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai

oleh pelaku penggelapan bukaniah miliknya sendiri melainkan milik orang
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lain atau badan hukum. Lebih lamjut Adami Chazawi (78:2006)

memberikan penegasannya bahwa :

Eenda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak

dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa

benda yang tidak/bukan dimiliki pleh orang, adalah ditafsirkan sebagal

milik oranglain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu
dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

Orang lain yang di maksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek
penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adlah korban, atau
orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelindak sendiri.

4. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan,

Selanjutnya unsur "barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam tindak pidana
penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan
karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya
karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Adami
Chazawi (80:2006) menegaskan :

Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini Jika dibandingkan

dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam

kekuasaan petindak ini. Adalah tidak wajar seseorang untuk disebut

sebagal mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam
kekuasaannya sendirl.
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5. Unsur secara melawan hukum.

Suatu benda millk orang lain berada dalam kekuasaan seseorang
dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh
sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi (80:2008)
menjelaskan bahwa :

Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada

dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang

sesual dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian
sewa, penggadaian, dan sebagainya.

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan
sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk din sendiri secara melawan
hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan’,

b. Unsur subjektif yaitu, Dengan Sengaja.

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana
penggelapan. Adami Chazawi (83:2008) mengklasifikasikan kesengajaan
pelaku dalam penggelapan berarti :

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik
orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan
yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentengan dengan
kewajlban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki
untuk melakukan perbuatan memiliki;

3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa la melakukan perbuatan
memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadannya bahwa
benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya.

4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain
berada dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan.
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Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada
dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya
hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai haris
sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap
barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dibagi atas beberapa jenis, yaitu :
a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggeiapan pada
pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372
KUHP yang menyebutkan bahwa |

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang

sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut diatas dapat dilihat
bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut .

1. Unsur objektif ;
a. Perbuatan memiliki;
b. Sebuah bendal barang;

¢. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

d. Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.
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2. Unsur subjekdif :

a. Kesengajaan; dan

b. Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa,
Adami Chazawi (73:2006) menerangkan !

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu
benda oleh orang-orang yang seoclah-olah pemiliknya, perbuatan
mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas
benda tersebut Perdu diperhatikan bahwa hal tersebut taidak dapat
beraku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat
diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya
keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek
penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau
merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh
pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan pasal 372
KUHP tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik
suatu pengertian tenang arti harfiah dan pengertian penggelapan secara
menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurmya.  Oleh  karena  itu,

penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan

yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.
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b. Penggelapan Ringan (geepnviligeerde verduistering)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373
KUHP Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan
dirumuskan sebagai berikut :

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang

digelapkan bukan temak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima
puluh rupiah.,

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, Tongat (63:2008)
menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan

unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok,

hanya didalam tindak pidana penggelapan harusiah dipenuhi unsur,
bahwa yang digelapkan itu bukaniah temak dan harga dari barang
yang digelapkan tidak lebin dari dua puluh lima rupiah.,

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur *tarnak” sebagal unsur yang
memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan
dalam tindak pidana pencurian, dimana temak dianggap sebagail harta
kekayaan yang sengat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi (84:2006) menerangkan bahwa
penggelapan yang dimaksud pada pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak
dari abjeknya bukan temak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan
demikian, maka terhadap temak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.
Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut

umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.
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¢. Penggelapan Dengan Pemberatan (geequalificeerde verduistenng)
Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 dan pasal

375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana
penggeiapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan
dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang
memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai
dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih
jelasnya, mari kita lihat penjabaran pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagai
berikut :

1. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi :
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannys
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur
“hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi
karena adanya peranjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kera yang
terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi
juga yang terjadi secara perorangan. Oleh karena itu, kepadanya dapat

dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan pasal 52 KUHP yang rumusan

lengkapnya adalah :
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Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar
suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah

separtiga.

Selanjutnya, Adami Chazawi (74:2007) menegaskan mengenal
pemberatan pidana ini, yaitu :

Perbuatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan

menggunakan jabatan sebagal alatnya karena kadangkala memiliki

suatu wakiu (timing) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang
melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan

untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat di

perberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum Yyang

ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.

Peru diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan melalui
pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas
sebagal pegawai negen saja.

2. Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUHP yang
menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi

barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu,

pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau
yayasan, terhadap barang sesualu yang dikuasainya selaku demikian,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah
penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena
kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang

yang harus diurusnya.
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Sebagaimana dalam tindak pidana penggelapan sebelumnya,
sebahagian dari unsur-unsur pasal 375 KUHP telah dibahas. Maka penulis
memfokuskan pembahasan pada sebahagian lainnya yang belum
dipaparkan. Tongat (66:2007) memberikan penjelasannya mengenal
sebagian dari unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut :

a Unsur “seorang kepada siapa benda tersebut terpaksa telah
dititipkan”.

Unsur ini mempersyaratkan, bahwa barang yang dititipkan tersebut
haruslah karena berbagai musabab termasuk bencana.

b. Unsur "wali”.

Dalam hal ini adalah wali dari seorang anak-anak yang belum dewasa.
Apabila seseorang dengan keputusan hakim menjadi wali dari seorang
anak, dan atas kedudukannya sebagai wali tersebut ia diserahi
berbagal harta milik anak tetapi kemudian ia menggelapkan barang
tersebut maka wali tersebut telah melakukan penggelapan
sebagaimana diatur dalam pasal 375 KUHP.

c. Unsur “seorang kurator atau pengampu”

Kurator adalah orang yang oleh karena keputusan hakim ditetapkan
menjadi wali bagi orang yang dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu
lintas hukum, misalnya karena penyakit jiwa. Apabila seorang kurator
atau pengampu melakukan kejahatan penggelapan atas harta
karandusnya, maka dalam hal ini pengampu tersebut dapat dikenai
ketentuan pasal 375 KUHP.

d. Unsur "pelaksana dari surat wasiat’.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pelaksana dan surat wasiat’
adalah orang yang ditunjuk dalam surat wasiat untuk melaksanakan
apa yang dikehendaki dari pewaris dengan segala harta kekayaannya
yang diwariskan. Apabila penerima wasiat ini melakukan penggelapan
terhadap barang atau harta yang semestinya harus diperlaukan sesuai
dengan kehendak si pewaris, maka terhadap orang tersebut dapat
dapat dikenai ketentuan pasal 375 KUHP.

e. Unsur "pengurus dari badan sosial atau yayasan®

Apabila para pengurus dar badan sosial atau yayasan melakukan
tindak pidana terhadap harta benda milik badan sosial atau yayasan
itu, maka terhadap pengurus badan sosial itu dapat dikenakan pasal
375 KUHP.
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Beradanya barang di tangan seseorang disebabkan oleh hal-hal yang
berada diatas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang
menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar
kepada orang itu. Seharusnya, dengan kepercayaan yang lebih besar, ia
lebih  memperhatikan  keselamatan dan  pengurusannya bukan
menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

3. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalarmn ketentuan pasal 376
KUH.Pid. yang secara tegas dinyatakan : "Ketentuan dalam pasal 367
berlaku juga bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini*. Pada
intinya adalah memberiakukan ketentuan pasal 367 KUHP (tentang
pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak
pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut
masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 376 KUHP, Tongat (68: 2006)
mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga
sebagai berkut :

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang
lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau
sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta
kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap
pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang

lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istn atau
sebaliknya, sedang diantara mereka sudan terpisah harta
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kekayaarn atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila

yang melakukan penggelapan itu”adalah keluarga sedarah atau

semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampa derajat
kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan
apabila ada pengaduan dar yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan pasal 376 KUHP,
maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat
dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan
laporannya kepada pihak yang berwenang.

B. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi menurut Undang-
Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai penggelapan yang
termuat dalam KUHP tentang penafsiran pidana mengenai penggelapan itu
sendir. Karena pada permasalahan penggelapan dilakukan terhadap premi
asuransi maka sesuai dengan asas lex spesialis legi generale, penggelapan
yang dilakukan terhadap premi asuransi harus dipakai peraturan yang lebin
khusus yaitu Undang-Undang Mo, 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian. Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa,
“Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.
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kemudian, pada penggelapan premi asuransi digunakan stelsel
pemidanaan menurut Sistem Hisapan (absortie stelsef) dimana penjatuhan
pidana dalam sistem hisapan pada CONCUrsUs artinya hanya dipidana
terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika diantara aturan-aturan
pidana itu berbeda-beda maka yang dikenakan adalah aturan yang terberat
ancaman pidana pokoknya, dan apabila suatu perbuatan itu termasuk dalam
sturan pidana umum yang sekalgus masuk dalam aturan khusus, maka yang
dikenakan terhadap aturan pidana khusus itu saja.
C. Premi Asuransi

1, Pengertian Premi Asuransi

Ada beberapa hal yang menjadi klausula primer dari suatu perjanjian
ssuransi. Salah satunya adalah premi asuransi yang secara umum

didefinisikan menurut Herman Darmawi (2:2006) adalah :

Prami asuransi adalah dana pihak tertanggung yang dibayarkan
kepada pihak penanggung (asurador) sebagai kewajiban atas hak
penanggung. Dana Yyang telah terkumpul digunakan oleh pihak
penanggung untuk menjalankan produk usaha lain dalam mencari
keuntunganflaba perusahaan pihak asurador.

Kemudian, dalam pasal 246 KUHD terdapal rumusan yang
menyatakan “Dengan mana penganggung mengikatkan diri kepada
tertanggung dengan menenma premi”. Oleh karena rumusan tersebut Abdul
Kadir Muhammad (103:2008) menegaskan pengertiannya tentang premi

asuransi bahwa:
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Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena
merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung
kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung
menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan fertanggung
membayar sejumiah premi sebagai imbalannya.

Hubungan antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian
ssuransi membuat premi asuransi  berperan sebagai unsur penentu
terjadinya suatu perjanjian asuransi dimana premi asuransi sebagai hak
mutlak penanggung dengan kewajiban pembayaran premi oleh pihak
tertanggung. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (179:2004)

menerangkan, bahwa :

Dalam Persetujuan Pertanggungan/fAsuransi, pihak tertanggung
mempunyai hak sejumiah ganti rugi apabila ia menderita suatu
peristiwa  (kecelakaan, kehilangan, dan kegagalan), tetapi ia
mempunyai kewajiban yaitu setiap bulannya menyerahkan premi.
Sebaliknya penanggung mempunyal hak untuk memungut premi
tertanggung dan i@ menyerahkan polis asuransi kepada pihak
tertanggung serta menyerahkan sejumiah uang pertanggungan
apabila peristiwa itu menjadi kenyataan.

Selanjutnya, Dioko Prakoso (19:2004) menambahkan penjelasan

mengenai premi asuransi, yaitu :

Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka di dalam setiap
perjanjian pertanggungan, pembayaran premi itu adalah menjadi suatu
keharusan. Premi itu adalah kewajiban bagi tertanggung dan menjadi
hak dari penanggung. Penanggung sebagal pihak yang menerima
peralihan resiko, berarti bahwa ia mengikat diri akan mengganti
kerugian apabila resiko itu berubah benar-benar menjadi suatu
kenyataan kehilangan/kerugian jadi bukan hanya suatu kemungkinan
kehilangan/kerugian. Untuk kewajiban inilah ia berhak atas premi
tertanggung.
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Apabila premi tidak dibayar asuransi dapat dibatalkan atau setidak-
tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu cleh

tertanggong karena tertanggunglah pihak yang berkepantingan.

o Kriteria dan Syarat Pembayaran Premi Asuransi

Sebagal perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual artinya
sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajibandan hak kedua belah pihak.
Akan tetapi, asuransi baru beralan jika kewajiban tertanggung membayar
premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada
penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat
dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh ada atau tdaknya

premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi,

Abdul Kadir Muhammad (104:2006) menjelaskan mengenai beberapa

syarat pembayaran premi kepada pihak penanggung, yaitu :

Pada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi
dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Pada asuransi yang
diadakan untuk satu perjalanan, premi dapat dibayar pada saat
bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada kapal yang sudah
berangkat sebagaimana yang termuat dalam pasal 603 KUHD. Akan
tetapi, ada asuransi yang diadakan untuk jangka wakiu panjang,
misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara
periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini, jika
pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti.
Setelah premi periode yang tertunggak itu dibayar, asuransi berjalan
lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan asuransi itu batal.
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Pada penentuan syarat dan kriteria pembayaran, Herman Darmawi

(37:2006) menegaskan bahwa :

Undang-undang asuransi menghendaki agar tarif asuransi wajar, tidak
terlalu tinggi dan tidak bersifat diskiminatif. Untuk itu terdapat
beberapa karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan. Misalnya,
tarif itu sebaiknya relatif stabil agar masyarakat tidak gusar oleh
bervarisasinya biaya hidup yang mencolok dari tahun ke tahun. Pada
saat yang sama tarf itu harus bersifat peka terhadap kondisi yang
sedang berubah untuk menghindari  ketidaktepatan penetapan
kerugian. Jika, mungkin, juga dinginkan bahwa rafe tersebut
menyediakan sejenis insentif bagi tertanggung (pemegang polis) untuk
mencegah kerugian,

Pendapatan perusahaan premi asuransi dan pembayaran premi
asuransi harusiah cukup untuk menutupi kerugian-kerugian dan biaya-biaya.
Untuk mencegah terjadi pembatalan asurans karena premi tidak dibayar
biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan:
“Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)®. Jika premi
tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan. Jika
terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban

membayar klaim tertanggung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi
asuransi merupakan syarat mutiak untuk menentukan perjanjian asuransi
dilaksanakan atau tidak. Lebih fanjut, Abdul Kadir Muhammad (104:2008)

memberikan penjelasannya mengenai kriteria premi asuransi sebagai berikut:

a. Dalam bentuk sejurmlah uang,
b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;



c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang
dialihkan.

Dalam praktik asuransi biasanya sudah menentukan syarat umum
pembayaran premi seperti yang dutetapkan dalam polis. Dalam poiis Standar

Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai benkut .

a. Menyimpang dari pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi
ketentuan yang diatur pada ayat 2 dibawah ini, maka merupakan
prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi
berdasrkan polis ini bahwa setiap premi terhutang harus sudah
dibayar lunas dan secara nyata telah diterima secara seluruhnnya
oleh pihak penanggung.

1. Jika jangka wakiu pertanggungan tersebut 30 hari kelender
atau lebih, maka pelunasan pembayaran prremi  harus
dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender, dihitung dari
tanggal mulai berlakunya polis,

2. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 hari
kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam
tenggang waktu sesuai dengan jangka wakiu pertanggungan
yang disebut dalam polis.

b. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud diatas tidak dibayar

sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat

23



1 (satu) tersebut diatas, paolis ini batal dengan sendirinya terhitung
mulai tanggal herakhimyé tenggang wakiu tersebut dan
penanggung dibebaskan dari setiap tanggung jawab sejak tanggal
yang dimaksud.

3. Jenis Tarif Premi Asuransi Yang Harus Dibayar

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan
analisis resiko yang sehat. Besamya jurlah premi yang harus dipayar oleh
tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh
penanggung. Dalam praktik besamya jumiah premi itu diperjanjikan oleh
tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis.
Besamya jumliah premi dihitung sedemikian rupa sehingga dengan
penerimaan dari beberapa tertanggung  penanggung berkemampuan
membayar kiaim ganti kerugian pada tertanggung yang terkena peristiva
yang menimbulkan kerugian.

Dalam jumiah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga
termasuk biaya yang berkenaaan dengan pengadaan biaya asuransi itu.
Abdul Kadir Muhammad (106:2006) mengemukakan mengenai rincian yang
dapat dikalkulasikan dalam jumiah premi adalah -

a. Jumlah persentase dari jumiah yang diasuransikan.

b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misainya

biaya materal, biaya polis.

e Kurtase untuk pialang jika suransi diadakan melalui pialang.
d. Keuntungan bagi penanggung dan jumiah cadangan.
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Menurut ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1892, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berebihan,
dan fidak ditetapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak
mencukupi apabila :

a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan
manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi  yang
bersangkutan.

b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan kan membahayakan
tingkat solvabilitas perusahaan

¢. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak
iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggl, sehingga
sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis
asuransi yang bersangkutan, Penerapan lingkal premi dinilai bersifat
diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta
dengan jenis dan tingkat resiko yang sama dikenakan tingkat premi yang
berbeda.

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada
perusahaan asuransi atau melalu perusahaan pialang asuransi untuk
kepentingan tertanggung. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun

1992 menyatakan bahwa :
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Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi
dilakukan setelah berakhimya tenggang waktu tersebut, perusahaan
pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas
pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka
waktu antara habisnya tenggang wakiu sampai diserahkannya premi
kepada perusahaan asuransi.

Premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi,
perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan
asuransi sebelum berakhir tenggang wakiu pembayaran premi yang
ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan,

D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)
1. Pengertian Concursus (S amenioop)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat
kata yang menyebutkan tentang CONCUrSUS, Yyang dikenal adalah
perbarengan tindak pidana. Karena concursus sebagal suatu kata hanya
digunakan untuk memudahkan kita memahami tentang ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan penggabungan pemidanaan terhadap sesuatu tindak
pidana. Menurut Waluyadi (159:2003) dalam penjelasannya mengenal
definisi concursus menyebutkan

Concursus dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau

beberapa perbuatan yang melanggar lebih dar satu aturan pidana,

dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim
akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-
masing dari perbuatan tersebut belum pemah dijatuhi hukuman.

kemudian untuk lebih memperjelas tentang pengertian dari concursus,

Adami Chazawi (102:2007) menegaskan .
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Pada dasamya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya
dua atau lebin tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana
yang dilakukan pertama kall belum dijatuhi pidana, atau antara tindak
pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh
suatu putusan hakim.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus
sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya. Kemudian, Leden
Marpaung (32:2008) memberikan definisinya mengenai concursus sebagai
"Kejadian yang sekaligus atau serentak disebut samenloop dalam bahasa
Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus”.

C.5.T. Kansil dan Christine 5.T. Kansil (241:2000) menegaskan arti
harfiah mengenai concursus (samenloop) bahwa -

Pembarengan; dinamakan pembarengan karena ada beberapa tindak

pidana yang dilakukan oleh sesecrang atau satu perbuatan

menimbulkan beberapa tindak pidana tetapi untuk kesemuanya itu
hanya dijatuhi satu hukuman.

Dari beberapa pendapat para pakar dan ketentuan yang mengaturnya,
secara Umum concursus dapat diapandang sebagai sebagai perbuatan yang
masuk kedalam tindak kejahatan dan dilakukan dalam wakiu yang
bersamaaan, maka telah terjadi satu atau beberapa perbuatan yang
melanggar aturan pidana dengan satu hukuman pidana.

2. Jenis Concursus

Adapun jenis concursus yang dikenal dalam hukum pidana adalah

sebagai berikut
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a  (Concursus Idealis (eendadsche samenloop)

Secara umum concursus idealils adalah seseorang dengan sualu
perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan
hukum dinamakan “perbarengan berupa satu perbuatan”®, yang diatur dalam
pasal 63 KUHF Kemudian menurut Waluyadi (161 : 2003) yang menjelaskan
bahwa concursus idealis dipandang sebagai perbuatan seseorang yang
melakukan satu perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana
dilanggar.

Menurut Leden Marpaung (32:2008), concursus idealis (eendaadsche
ecamenloop); terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan
ternyata satu perbualan tersebut melanggar beberapa ketentuan hiukum
pidana.

Mengenai concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP Yang
berbunyi sebagai berikut ©

1. Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu noma pidana,
yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya
berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya

yang terberat.
2 Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum,

ada suatu norma pidana khusus, nomma pidana khusus ini saja yang
harus dipakai.

Wirjono Prodjodikoro (149 2003) menegaskan mengenai penjelasan
pasal 63 KUHP sebagai benkut .

Hal yang diatur dalam pasal 63 KUHP ayat (1) menentukan bahwa
apabila suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan
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hukum pidana, maka hanya satu pasal dilakukan; jika hukumannya
berlainan, pasal yang memuat hukuman diperberat. Ayat (2)
mengemukakan suatu kekecualian, yaitu apabila pasal dengan
hukuman lebih ringan merupakan suatu ketentuan hukum khusus,

sedangkan pasal dengan hukuman yang lebin berat merupakan suatu

ketentuan hukum umum. Dalam hal ini, selalu ketentuan khusus yang

dilakukan. Ini menurut ajaran lex specialis legi generali
Berdasarkan hal tersebut diatas, bagi concursus idealis suatu
perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian,
yang diterapkan hanya satu norma pidana. Yakni, yang ancaman
hukumannya terberat Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa
keadilan. Selain itu, pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika ada
aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aluran khusus tersebut
umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau
lebih unsur lain.
b. Concursus Realis (meerdaadsche samenloop)

Mengenai concursus realis, telah diatur dan disesualkan menurut
pasal 65 dan pasal 66 KUHP dengan penjabaran sebagai berikut:
Pasal 65 KUHP :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri-sendin sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2 Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumiah maksimum pidana

yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari
maksimum pidana yang terberat ditambah seperfiga.
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Pasal 66 KUHP :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana
pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap
kejahatan, tetapi jumiahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana
yang terberat ditambah sepertiga.

5 Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum
pidana kurungan pidana pengganti yang ditentukan uniuk pidana
it

Waluyadi (161:2003) menerangkan CONCUSUS realis sebagai
seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan
beberapa aturan pidana dilanggar.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro (142:2003) menegaskan mengenai
concursus realis sebagai berkut |

Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan

satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana;

hal tersebut dalam limu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan
beberapa perbuatan” (meerdaadsche samenloop), diatur dalam pasal

65 dan 66 KUHP.

c. Perbuatan Berlanjut (voorgezette handeling)

Wirjono Prodjodikoro (142:2003) menjelaskan perihal perbuatan
berlanjut (voorgezette handeling) sebagal seorang melakukan beberapa
perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan
adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan

yang dilanjutkan ( voortgezette handeling).

32



Dalam hal ini pasal 64 KUHP telah mengatur tentang perbuatan yang

berlanjut yang mengatakan :

1.

Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu
perbuatan beranjut, maka hanya diterapkan yang memuat
ancaman pidana pokok yang paling berat.

Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang
dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau pengrusakan
mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak
b,

Akan tetapi, jka orang yang melakukan kejahatan-kejahatan
tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 401 ayat 1, sebagai
perbuatan yang berlanjut dan nilal kerugian yang ditimbulkan
jumlahnya melebihi dari tiga tarus tujuh puluh lima rupiah, maka ia
dikenakan aturan pidarma tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan
406.

Kemudian, Leden Marpaung (37:2008) merumuskan tentang pendapat

para pakar hukum bahwa “perbuatan yang berlanjut” terjadi apabila .

1.

Kejahatan atau pelanggaran tersendir itu adalah pelaksanaan dari
suatu kehendak yang terlarang;

?. Kejahatan atau pelanggran itu sejenis;
3.

Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu
lama.

E. Stelsel Pemidanaan Pada Concursus (Samenloop)

Menyelesaikan dan menyidangkan beberapa perkara tindak pidana

(concursus) dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana sebagai

suaty keharusan, mutlak juga Kita harus memperhatikan mengenai stelsel

pemidanaan pada concursus. Adami Chazawi (114:2007) membagi stelsel

pemidanaan pada concursus sebagai benkut
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a. Perbarengan Peraturan (pasal 63), dengan menggunakan sistem
hisapan (absortie stelsel),
b, Perbuatan berlanjut (pasalg4), juga menggunakan sistem hisapan

(sama dengan perbarengan peraturan),

e. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi .

1. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan
pidana pokok yang sejenis (pasal 65), dengan menggunakan
sistem hisapan yang diperberat (verscherpte absortie stelsel),

o Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan
pidana pokok yang tidak sejenis (pasal 66), dengan
menggunakan sistem kumulasi terbatas (het gematigde

cumulatie stelsel),
3. Perbarengan perbuatan antara : (1) kejahatan dengan

pelanggaran, dan (2) pelanggran dengan pelanggaran
(pasal70), dengan menggunakan sistern kumulasi murni (het
zuivere cumuiative stelsel).
Dari sistem pemidanaan tersebul diatas dapat kita lihat setidaknya
terdapat ada 2 (dua) sistem stelsel pemidanaan pada cONCUrsSUS, yaitu
1 Sisten Hisapan (absortie stelsel).
Penjatuhan pidana dalam sistem hisapan pada concursus artinya
hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika
diantara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda maka yang dikenakan
adalah aturan yang terberat ancaman pidana pokoknya, dan apabila
suatu perbuatan itu termasuk dalam aturan pidana umum Yyang
sekaligus masuk dalam aturan khusus, maka yang dikenakan
terhadap aturan pidana khusus itu saja.
2 Sistemn Kumulasi (cumulatie stelsel)
Perbarengan perbuatan yang terdii  dan kejahatan dengan

pelanggaran  artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu
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diterapkan sendiri-sendiri  dengan menjatuhkan pidana pada si

pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun

pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan maupun penambahan

batas tertentu.

Berbeda dengan pendapat Adami Chazawi yang mengelompokkan

stelsel pemidanaan pada concursus secara khusus, Waluyadi (166:2006)

memberikan penyederhanaan dar stelsel pemidanaan dalam concursus

sebagai berikut

a.

b.

Dalam satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan
pidana, maka yang diterapkan hanyalah satu tindak pidana.

Jika tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak sejenis, maka
yang diterapkan yang paling berat ancaman hukumannya.

Apabila seseorang itu dalam perbuatannya melanggar ketentuan
pidana umum dan tindak pidana khusus, maka yang diterapkan
adalah peraturan yang terdapat dalam tinfdak pidana khusus.
Apabila perbuatan itu merupakan kejahatan dan juga pelanggaran,
maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang paling
berat ancaman hukumannya.

Apabila seseorang tersebut melakukan beberapa kejahatan yang
masing-masing ancaman hukumannya sama, maka yang
diterapkan hanya salah satunya.

Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah yang dijumiahkan
secara keseluruhan, akan ftetapi jumiah keseluruhan tidak bolah
lebih dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Apabila seseorang itu melakukan beberapa perbuatan yang
melanggar aturan pidana (tidak sejenis), maka keseluruhan
dijumlahkan dengan catatan hasil akhimya tidak boleh melebihi
pidana yang tertinggi ditambah sapertiga.

Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara
seumnur hidup, maka tidak boleh dijatunkan bersama itu berupa
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita
dan pengumuman putusan hakim.

Apabila hakim hendak menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak
tertentu yang sejenis, maka lamanya pencabutan itu harus sama
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dengan lamanya hukuman penjara atau pidana kurungan dengan
penambahan minimal dua tahun dan maksimum lima @hun.

Dari beberapa ketentuan tentang sistem pemidanaan sebagaimana

dalamn uraian tersebut, maka terdapat berbagai kemungkinan sebagai berikut

1. Apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang berupa
kejahatan dan pelanggaran, maka hukuman yang akan dijatuhkan
adalah pidana yang paling berat ditambah sepertiga.

2. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang berupa kejahatan
dan pelanggaran, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah
semua ancaman hukuman itu dijumiahkan, akan tetapi jumiah yang
akan dijatunkan kepada seseorang tersebut tidak boleh melebihi
pidana yang terberat ditambah sepertiga.

3. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang berupa kejahatan
dan pelanggaran, maka hukuman untuk  mMasing-masing
pelanggaran dijumlahkan secara keseluruhan tanpa dikurangi,
dengan ketentuan jumiah tersebut tidak boleh lebinh dari empat
bulan dan hukuman pengganti tidak boleh lebih dan delapan bulan.

4. Apabila seseorang tersebut, melakukan perbuatan yang melanggar
hukum pidana umum dan khusus, maka yang dipakai adalah yang
khusus.

5 Hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau

yang sejenis, maka hukuman tambahan tersebut lamanya harus
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sama dengan pidana penjara atau kurungan ditambah minimal dua
tahun dan maksimal lima tahun.

6. Apabila sesuatu atau beberapa perbuatan yang termasuk dalam
beberapa aturan pidana, maka yang dipakai ketentuan yang
terberat ancaman hukumanmnya.

Sistem pemidanaan yang dianut dalam concursus baik itu concursus
realis maupun concursus idealis, kesemuanya itu memberikan kesan banwa
yang menjadi sasaran akhir dari ity semua adalah agar terdakwa tidak
dirugikan, sementara korban dan masyarakat belum sepenuhnya terobati

atas pengorbanan dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa.
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BAE I
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang mempunyai
kewenangan untuk menangani Tindak Fidana Penggelapan di wilayah hukum
Kotamadya Makassar. Adapun instansi atau lembaga yang penulis
maksudkan adalah Kantor Pengadilan Neger Makassar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kotamadya Makassar, dengan
pertimbangan bahwa Kotamadya Makassar merupakan wilayah yang
mengalami perkembangan signifikan di bidang hukum dimana beberapa
pelaku kejahatan yang ada di Kota Makassar berpotensi melahirkan jenis
motif kejahatan yang berbeda selain itu karena Kota Makassar juga
merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk
mempercleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi
penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kotamadya Makassar.

B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka

penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :
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1. Penelitian kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka
yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat
kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dan berbagal instansi yang terkait
dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan
kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya
dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan
dua cara, yaitu.

a Observasi, yaitu secara langsung fturun ke lapangan untuk
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder,

b \Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal
ini adalah Hakim pada Kantor Pengadilan Negeri di Kotamadya
Makassar yang pemah menangani kasus-kasus Tindak Pidana
Penggelapan, serta ahli hukum yang mengerti tentang objek

penelitian penulis.
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D. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian menggunakan metode penelitian penggabungan
sumber data, data yang digabungkan berupa :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
peneliian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan
penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dar telaah
studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya iimiah (hasil
penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar,
dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait, juga bahan-bahan
tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif,
maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualtatif,
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah
terkumpul dan dianggap cukup kemudian data diolah dan dianalisis secara
deduktif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum
kemudian meneliti parsoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah

kemudian ditarik suatu kesimpulan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Premi Asuransi Sebagal Perbuatan yang Berlanjut

dalam Perkara No. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya
dimana selalu ada hal yang mendasan (sebab) dengan melahirkan suatu
akibat Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana
terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah
pada timbuinya akibat hukum bagi pelsku tindak pidana sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dilakukannya suatu
tindak pidana lebih kepada penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah
diatur dalam pasal 372 KUHP, bahwa

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

sesuatu yang seluruhnya atau sabagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat
tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHP mengenai

penggelapan berat sebagai berikut :

Penggelapan Yyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena
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pgm:arian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan
yang ada dalam Perkara Nomor : 1535/Pid.b/2007/Pn Mks tentang
penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan berlanjut di Pengadiian
Negeri Makassar. Pelaku yang bemama Romulus Bela alias ROMI pada
awalnya tidak akan dilaporkan sebagai tersangka di Kepolisian Resort Kota
(POLRESTA) Makassar Barat apabila terdakwa mengembalikan dana
secara keseluruhan pada P.T. Equity Life Indonesia Cabang Makassar, akan
tetapi terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut
sehingga P.T. Equity Life Indonesia Cabang Makassar mengajukan terdakwa
ke pihak yang berwenang. Kemudian hingga pada proses persidangan
terdakwa didakwa dengan 2 (dua) poin dakwaan oleh jaksa penuntut umum
sebagai berikut
Pertama : melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1932

tentang perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua :melanggar Pasal 374 KUHP.

Dakwan yang diberikan kepada terdakwa Romi tersebut oleh Jaksa
Penuntut Umum adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Bahwa dengan jelas terdakwa
telah melakukan penggelapan premi asuransi secara terus menerus pada

periode Maret 2008 — September 2007, dengan korban P.T. Equity Life
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Indonesia cabang Makassar dengan total kerugian sejumiah  Rp.

414.251.509, - yang rinciannya sebagai berkut :

Premi
Mo | Pemegang Polis Mo.Polis Jatuh Rupiah Dollar Kat,
- Tempo
1. EddyChandra 05003113 10-03-2008 250000
Hasan
2. | Anteno fung 03031325 | 30-12-2006 | 10.000.000
3. | Mamidah 04037171 | 30-12-2006- | 10.000.000
4, | Will Tan §03719.4. | 30-12-2006 | 15.000.000
5. | H Fonny Hausyah 0503711.3. | 30-12-2006 5.000,000
6. | Shery Wiwarsono | 040356690 | 20-12-2006 10.00:0.000 =~
7. | Vivi Sari Dewi 03002370 | 2501-2007 | 35025768 | 381778 Kurs8.170
2172107
8. | Vi Sari Dewi 51007071 | 22022007 | 96.324.663 | 396125 | Kurs.8.170
2472007
8, | Sukamo 05008454 | 25-02-2007 | 5.000,000
10. | Abd. Gaffar H. Drs. 04004703 18-02-2007 2453 400
7 [ Sukmawat Sukamo | 05004432 | 25-02-2007 | 5.000.000
15 [ Merry Widgagdo | 05007733 | 20-03-2007 30.000.000
13. | Mieke Wijaya ge015502 | 23.03-2007 | 5.243.500 o
14, | HjMumiali, 5.sos. | 95016600 28-03-2007 | 2.477.100
15. | Lanny 06006891 | 25-03-2007 | 3.000.000
6| Syameu Hannah H. | 0A006593 | 20-03-2007 1.355.200
17. | Willlanson tjiang 95D13535 | 11032007 | 6.458.000
18, | Kong Thjae Yen 02006770 | 23-03-2007 | 2.493.750
19, | Syarinah Syarf | 06063833 30-3/4/5-07 | 600.000
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20. | Erwin Santoso 04007254 | 01-04-2007 | 5.000.000
21. | H.Burhanuddin 96019594 | 05-04-2007 | 2.789.802 | 3039 | KursS.180
Foo Rischsang 01/5/07
22. | Pinarto 96020694 | 10-04-2007 | 2.076.000
23. | H. Nurhayati Dra 67016544 | 11-04-2007 | 1.040.850
24. | Nikodemus Tangke | 04007954 | 12-04-2007 | 3.194.800
25. | Ridwan Apriansah | 01012965 | 18-04-2007 | 563.750
26. | Yunas Ramba 06010314 | 20-04-2007 | 2.400.000
| 27. | Yunas Ramba 06010325 | 21-04-2007 | 2.400.000
28. | Yunas Ramba 06010336 | 22-04-2007 | 2.400.000
29. | H. Amir Ramba 6010516 | 25-04-2007 10.000.000
30, | YonatanDelle 06010913 | 25-04-2007 | 10.000.000
Sanda
31. | Diana 98021530 | 25-04-2007 | 1.382.250
35 | Marx Halix, Drs, | 96019026 | 26-04-2007 | 4.728.450 | 51463 | Kurs8.130
26/4/2007
33. | Marling Sumbung | 02009392 | 28-04-2007 | 1.071.000
34, | Surioswati Emi S | 02026501 | 30-04-2007 | 1.450.716
35, | Charles A Asin 02010031 | 0105-2007 | 6.008.000
36. | Susanto ngawi DB012656 | 01-05-2007 5.000.000
l_','ﬁ_. Usmn dg gassing a5024822 | 01-05-2007 490.800
38. | Yusuf 02011255 | 02-05-2007 | 1.638.985
35, | Ir. Hj. Fandiana 000zZ9432 | 05-05-2007 | 1.347.470
40. | Eddy Tangurapan §46716 | 10-05-2007 | 2.489.640
41. | Sunyoto the 98024645 | 14-05-2007 | 1.834,000
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42.

Lenny S 99023114 | 15-05-2007 | 6.041.000
43. | Seneng 00021931 | 15-05-2007 | 1.910.250
44. | H. Nawir 96027830 | 20-05-2007 | 1.304.500
45. | Hartawan 96020143 | 21-05-2007 | 6.640.737
46. | Thio Sheny 00022864 | 23-05-2007 | 2.719.000
47. | Ridwan Kanne 02012970 | 24-05-2007 | 247.140
48, | Ridwan Kanne 02012033 | 24-05-2007 | 4958.680
49. [ Amir 06028704 | 24-05-2007 | 553.000
50. | Agnes the giok K | 86057812 75-05-2007 | 674.008
51 | Henrikus Tlebong | 02020440 | 26-05-2007 | 408.057
52 | Tahw Burhan Ir. | 04012722 | 26-05-2007 | 4.106.750
53. | Dinawaty 55020423 | 27-05-2007 | 1.086.480
§4_ | Julianty Pangely | 00025246 | 29-05-2007 | 2.359.500
55. | Tajudin 98029213 | 29-05-2007 | 1.164.599 T
56. | La stajeng 99066092 | 29-05-2007 | 505.580
57. | Hasan Hanif 01018560 | 29-05-2007 | 408.000
58. | Hasan Hanif 01018556 | 20-05-2007 | 823.800
55 | Marlianty lchwan | 00024100 | 01-06-2007 938.000
60. | Marlianty lchwan 00024076 | 01-06-2007 | 3.608.500
57| Marlianty ichwan | 00024091 | 01-06-2007 | 1 779250
62. | OeiHoa Lie 01018501 | 08-06-2007 | 3.102.400
63. | A. Sofyan-M 04009971 | 10-06-2007 | 303.450
&4, | Hartawan 98034190 | 12-06-2007 | 10.202.000
65. | Piter David 08031426 | 12-06-2007 | 11.480.400
6. | Abdul Munir 02053362 | 12-06-2007 | 454640
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67. | Shioel Chandra 99034180 | 23-06-2007 | 3.498.500

68. | Shioel Chandra 99034221 | 23-06-2007 | 1.842.500

69. | Reni Liang 01020733 | 27-06-2007 | 19.501.969 | 2.057, | Kurs9.250
g8 | 28/8/2007

70. | Nini Liang 01021614 | 27-06-2007 | 19.588.161 | 2.057, | Kurs8.250
58 | 28/8/2007

71. | Henry Susanto 04016311 | 01-07-2007 | 8.848.250

72. | Herman Budianto | 98037710 | 01-07-2007 | 2.237.750

73. | Angge Prakasa | 98035175 | 9-07-2007 | 4.436.250

74. | Margaretha 98037530 | 29-07-2007 | 5.620.000

75. | Syamsul Rijal 07003953 | 15-08-2007 | 200.000

76. | Jaswadi, S.H. D3012616 | 24-08-2007 | 317223

77. | llyas Asaad Ir. 03030260 | 25-08-2007 | T742.005

78 | Adib JB Mukarta | 02022436 | 26-08-2007 | 1.422.380

=5 | Lidwina HWong | 02025265 | 26-08-2007 | 246.937

80. | Julianty lchwan | 02026736 | 28-08-2007 | 164.026

81, | Hasmul Haiman 95050244 | 01-09-2007 | 488.500

&2 | Theresia Gunaidi | 99009260 | 02-09-2007 |  458.460

55 TRoberi Titomiojo | 07016563 | 10-09-2007 | 3.750.000

84 | Andria Hosea Ir. | 06036071 | 20-09-2007 | 19.000.000

B5. | Anny Oendy 07015078 | 25-09-2007 | 500.000

86. | A Lily Janto Drg. 0G0D37803 | 29-09-2007 | 2.280.000

Jumiah 414.251.505,85 13.560.50

Sumber data: P.N. Makassar 2007
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Kemudian uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa tidak membuat
laporan dan uangnya tidak disetorkan ke Kantor Pusat Jakarta demikian pula
kuitansi premi yang tidak tertagih oleh kolektor atau agen seharusnya
dikembalikan ke Kantor Pusat Jakarta untuk dilakukan rekapitulasi akan
tetapi oleh terdakwa kuitansi premi tersebut dilakukan penagihan sendiri dan
uangnya tidak disetor ke kantor pusat Jakaria akan tetapi dana premi
tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat
perbuatan terdakwa P.T. Equity Life Indonesia mengalami kerugian sekitar
Rp.414.251.509,- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1892 tentang
usaha perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk lebih jelasnya Pasal
21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
menyebutkan bahwa, “Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam
dengan pidana penjara paling lama 19 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”. Pada pasal 64
ayat (1) KUHP menyebutkan

Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga demikian harus

dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya

satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing

perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya
berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat

hukuman utamanya.

Dengan rumusan pasal tersebut maka terdakwa telah memenuhi unsur —

unsur tindak pidana sebagai unsur perbuatan berfanjut yaitu :
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a. Sebagai suatu perbuatan yang timbul dari suatu kehendak yang sama,
b. Perbuatan yang sejenis ;
¢. Antara perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Lebih lanjut Bapak Kemal Tampubolon, S.H., M.H. memberikan
keterangan bahwa putusan pidana maksimal diberikan karena terdakwa
secara sah dan terang terbukti melakukan penggelapan yang juga melanggar
Pasal 64 ayat (1) KUHP. Artinya pemberatan pidananya disebabkan karena
terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun
1992 tentang Usaha perasuransian yang sekaligus melanggar Pasal 64 ayat
(1) KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum, bahwa
terdakwa telah didakwa :

Pertama : melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
tentang perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua ° melanggar Pasal 374 KUHP.

Selanjutnya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
temﬁata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari
dakwaan pertama jaksa penuntut umum sehingga majelis hakim
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Karena dakwaan

pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak periu dibuktikan lagi.
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Sesuai dengan dakwaan pertama pada tuntutan perkara terdakwwa
bahwa ancaman pidana terhadap terdakwa Romulus Bela alias Rﬂﬂi
dijatunkan menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1992
tentang peraturan perasuransian sebagai implementasi penerapan asas lex
spesialis legi generale. Bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa atas
perbuatannya adalah bahwa terdakwa telah dibekukan segala aset dan
kepemilikan terhadap dana yang tersimpan di 3 (tiga) rekening tabungan
yang berbeda. Kemudian, di dalam persidangan terdakwa memberikan
keterangan kepada Maijelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan
keterangan sebagai berkut :

1. Terdakwa mengakui bertugas sebagai costumer care pada P.T. Equity
Life Indonesia yang bergerak dibidang asuransi dan investasi dengan
tugas pokok adalah melayani nasabah yang akan membayar lanjutan
premi dan menernima hasil tagihan premi dari kolektor bernama Muh, Jufri,
S.H. dan dar setiap bukti pembayaran premi dari nasabah terdakwa
berikan tanda bukti kuitansi yang telah tercetak nama nasabah dan
jumlah premi yang harus dibayar oleh nasabah;

7  Berdasarkan kuitansi pembayaran yang telah dibayar nasabah dan
disetor kolektor dari nasabah terdakwa tidak laporkan/setorkan semuanya

ke rekening kantor pusat, tetapi hanya sebagian saja terdakwa setorkan
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ke rekening perusahan dan laporannya juga sebagian saja terdakwa
laporkan ke kantor pusat di Jakaria ;

9. Perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2006
sampai dengan September 2007;

4. Perbuatan terdakwa diketahui kantor pusat setelah ada beberapa
nasabah yang mengajukan klaim/ permintaan klaim dan temyata fidak
lunas ;

5 Berdasarkan hasil audit tim dari kantor pusat ditemukan keseluruhan
kerugian kantor pusat sejumiah Rp.414.251.509.85. - |

6. Dana nasabah yang diambil terdakwa tersebut terdakwa pakai sendiri dan
sebagaian dipakai membantu keluarga dan terdakwa pinjamkan kepada
beberapa teman kantomya ,

7. Terdakwa berjanji akan membayarfmengembalikan uang perusahaan
yang diperoleh darn premi nasabah tersebut tetapi sampai kini janji

tersebut belum ditepati terdakwa.

Pada dakwaan periama terdakwa telah secara sah dan terbukt
melakukan penggelapan dengan pemberatan dengan terpenuhinya unsur-

unsur dari dakwaan pertama tersebut sebagai berikut -

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada subjek hukum

atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini
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adalah terdakwa Romulus Bela alias Romi dengan segala identitas dirinya
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan
berlangsung menunjukkan baik secara fisik dan psikis adalah sempuma
dan sehat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku
subjek hukum. Bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan telah
terpenuhi menurut hukum.

. Unsur dengan sengaja menggelapkan premi asuransi :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. David Franico, S.H I
Eko Boedi Santoso, M. Jufii Rauf, S.H. dan keterangan terdakwa
diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebagai costumer care yang
bertugas dan bertanggung jawab menerima pembayaran premi asuransi
dari nasabah P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar dan menerima
dana asuransi dari nasabah dari hasil tagihan kolektor, selanjutnya disetor
terdakwa ke rekening kantor pusat tetapi dana-dana premi tersebut tidak
disetorkan seluruhnya ke rekening kantor pusat P.T. Equity Life
indonesia. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi M. david franico,
S H. dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemukan selisin pembayaran premi
asuransi dengan jumaiah kuitansi yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp.
414.251.509,85,- terhitung sejak tanggal 10 Maret 2006 sampal dengan
29 september 2007, sehingga setelan dilakukan Kklarifikasi dengan

terdakwa tentang selisih dana asuransi sejumiah Rp. 414.251.509,85, -
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tersebut terdakwa mengakui dana premi tersebut tidak disetorkan ke
rekening kantor pusat P.T. Equity Life Indonesia tetapi dipergunakan
terdakwa untuk kepentingan prbadinya sehingga oleh perbuatan
" terdakwa, P.T. Equity Life Indonesia menderita kerugian sejumiah Rp.
414.251.509 85 -. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka

unsur kedua dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :
Setelah dilakukan audit pada kantor cabang Makassar yang dilakukan
saksi M. David Franco, S.H., dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemukan selisih
pembayaran premi asuransi yang tidak disetorkan ke rekening kantor
pusat sejumiah Rp.414.251.509,85,- yang dilakukan oleh terdakwa
berturutturut dari tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29
September 2007. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka unsur ketiga dakwaan pertama telah terpenuhi menurut

hukum. Tulis

Selain hal tersebut, yang menjadi bahan pertimbangan adalah tentang
unsur-unsur delik sebagai syarat suatu pemidanaan yang terdiri atas unsur

perbuatan dan unsur pembuat yang diuraian sebagai berikut .
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1. Unsur Perbuatan
a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.

Unsur perbuatan adalah salah satu unsur obyektif dari unsur yang
terdapat dalam suatu tindak pidana selain unsur subyektif. Rumusan
Undang-Undang hukum pidana adalah yang bersifat melarang kita yang
berbuat sesuatu dan ada pula yang mengharuskan kita untuk berbuat
sesuatu yang jika tidak diindahkan maka pelakunya akan dikenakan sanksi
pidana.

b. Perbuatan melawan Hukum

Setiap perbuaian yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh
peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melwan
hukum (wederechtelijkheid-rechisdrigkei), meskipun unsur ini tidak
dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Temyata sebagian besar
dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur
melawan hukum ini, hanya beberapa delik saj yang menyebutkan dengan
tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan- Pasal 333
KUHP: untuk dimilikinya secara melawan hukum- Pasal 362 KUHP, dengan

melawan hukurm menghancurkan- Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.
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C. Tidak Ada Alasan Pembenar.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan

hukum dari perbuatan, sehingga menjadi pebuatan yang dibenarkan. Alasan

pembenar dapat dirinci dalam :
1. Alasan pembenar umum, yang terdiri atas:

a. daya-paksa (overmachf) jenis keadaan darurat (nood toestand)- Pasal
48 KUHP;

b. bela-paksa (noodweern)- Pasal 49 ayat (1) KUHP;

¢ melaksanakan ketentuan Undang-Undang (weffelifk voorschrift) Pasal
50 KUHP,

d. perintah jabatan sah (bevoegd gegeven ambtelijk bevel)- Pasal 31
ayat (1) KUHP.

9. Alasan pembenar khusus, yang terdin atas:

a. Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding- Pasal 186
ayat (1) KUHP; maksudnya jika syarat-syaratnya tidak diatur terlebih
dahulu dalam pasal tersebut maka tindakan tersebut tidak dapat
difukurm.

b. Pencemaran demi kepentingan umurm atau karena terpaksa untuk
membela diri- Pasal 310 ayat (3) KUHP; maksud dari Pasal 310 ayat
(3) KUHP adalah tidak ada maksud untuk melakukan pencemaran

(menista), apabila itu dilakukan untuk membela kepentingan umum
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dan pembelaan diri dan tindakan tersebut tidak dapat dihukum dengan
alasan terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut karena betul-betul
untuk membela kepentingan umum atau membela diri.

c. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan
atas hal yang dituduhkan- Pasal 314 KUHP; maksudnya agar dapat
dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus
dilakukan di tempat umum dan apabila penghinaan itu tidak dilakukan
ditempat umum dan agar dapat dihukum maka, dengan lisan atau
perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan
mendengar sendiri dan apabila penghinaan itu melaiui surat (tulisan),
maka surat itu harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang
dihina.

2. Unsur Pembuat

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Ajaran kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid)
ini mengenai keadaan jiwalbatin seseorang yang nomal/sehat jika
melakukan tindak pidana. Apakah arti kemampuan bertanggung jawab
itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti
kemampuan bertanggung jawab itu. Bahwa dalam M.v.T diterangkan
secara negatif bahwa “tidak  mampu bertanggung  jawab’

{onmemkeningsvamaamefd} dari pembuat adalah:
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1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat
atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-Undang dilarang (dalam hal
perbuatan yang dipaksaldwanghandelingen),

2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak
dapat menginsyafi bahwa perbuatnnya bertentangan dengan hukum
dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu patologis/pathologische
drife, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggung jawab dalam
Mv.T. tersebut, ternyatalah bahwa pembentuk Undang-Undang mengambil
sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai
jiwafbatin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya.

b. Ada Kesalahan

Perkataan “kesalahan” merupakan terjemahan dari perkataan bahasa
Belanda, schuld. Pengertian kesalahan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:
pengertian secara umum dan pengertian secara yuridis.

Pengertian kesalahan secara umum, misalnya dalam matematika 9 +
g = 14 adalah penjumiahan dalam kesalahan, Pengertian kesalahan secara
yuridis, misalnya seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak

pidana dengan kesalahan. Pengertian secara yuridis ini dapat dibedakan

antara:
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a. Kesalahan dalam arti etis sosial (schuld in social ethische), yang
berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan
dengan perbutan yang dilakukannya atau dengan akibat dari
perbutannya itu, sedemikian rupa hingga perbuatan atau akibat dari
perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

b. Kesalahan dalam arti hukum pidana (schuld in strafrechtelijkezin),
yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

a. Kesengajaan (dolus/opzet),

b. Kealpaan (cuipa)
Selain dari uraian diatas , pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap
terdakwa Romolus Bela alias Romi terhadap penggelapan yang
dilakukankannya dikarenakan tidak ada alasan pemaaf dimana alasan
pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak
pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya
itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf
dapat dirinci dalam:

1. Alasan pemaaf umum, yang terdiri atas:

a Ketidakmampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid non
compos mentis) Pasal 44 KUHP: maksudnya dalam pasal ini terdakwa

tidak dapat dihukum, karena ketidakmampuannya bertanggung jawab
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misalnya karena kurang sempuma akalnya, misalnya idiot atau cacat
sejak lahir. Kelainan jiwa misalnya sakit gila, epilepsie.

b. Daya paksa dalam arti sempit (overmath in enge zin) Pasal 48 KUHP,
maksud dar pasal tersebut adalah dalam keadaan terpaksa yang
diartikan baik paksaan bathin, maupun lahir, rochani, maupun jasmani
dan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya kekuasaan
yang berlebih dan kekuasaan yang pada umumnya dianggap tiak
dapat dilawan atau suatu overmacht.

c. Perintah jabatan tidak sah (onbevoegd gegeven ambtelijkbevet) Pasal
51 ayat (2) KUHP. Maksudnya jika kuasa tersebut tidak berhak untuk
itu. maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum
atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu
dengan etikad baik mengira, bahwa perintah tersebut syah dan
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

2. Alasan pemaaf khusus, yang terdiri atas:

a. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam
arti umum, Pasal 110 ayat (4) KUHP, maksudnya bahwa supaya orang
itu dapat dihukum, menurut Pasal 110 ayat (4) KUHP tersebut harus

dapat dinyatakan dengan benar-benar, bahwa ia telah melakukan

perbuatan tersebut.
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b. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, Pasal 163
bis ayat (2) KUHP; maksudnya pembujuk tidak dapat dihukum, apabila
tidak jadinya orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana atau
perbuatan yang dapat dihukum itu karena hal-hal yang terletak dalam
kemauan pembujuk seindiri

c. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang
terancam, apabila mengetahui akan dilakukan kejahatan tertentu,
karena dapat membahayakan penuntutan pidana bagi dirinya,
keluarga dekatnya, Pasal 166 KUHP; maksudnya tentang keluarga
sedarah. keluarga perkawinan, keturunan lurus, dan menyimpang,
serta martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang syah.

d. Pencurian antara suami istri, Pasal 367 ayat {1} KUHP; maksud dari

pasal tersebut adalah pencurian antara suami-isteri tidak dihukum

‘karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta-benda suami-isteri.

Selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara

suami-isteri tidak dituntut/dinukurm.

Insubordinasi tidak jadi, pasal 464 ayat (3) KUHP. Maksudnya

mengetahui ada orang yang akan melakukan durhaka (insubordinasi),

memberi tahukan kepada nahkoda pada

dengan senagaja lalai

waktunya.
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3. Alasan pemaaf diluar Undang-Undang, yang terdiri atas:

a. Tak ada kesalahan sama sekali, disingkat taksi atau tkss (afwezighed

van alle schuld, disingkat avas);

b. Alasan peniadaan pidana putatif (putatieve strafuitsiuitingsgrondeny.

Berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai suatu

syarat pemidanaan diatas. Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan

pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan,

sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan berdasarkan unsur tidak

ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana penggelapan tertap berlaku bagi pembuat tindak pidana.

Selanjutnya, atas tindakan terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, " Dengan
sengaja menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan

yang berlanju ".

Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

GU



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti :

a. Uang tunai sebesar Rp.379.000 - :

Dikembalikan kepada P.T. Equity Life Indonesia cabang Makassar ;

b. 1 (satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke P.T. Equity
Financial Solution;

c. 2 (dua) lembar temuan kuitansi yang baru disetor;

d. 3 (tiga) buah buku tabungan beserta ATM masing-masing :

1. Buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus Bela dengan
Rekening No. 025077305,

2. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela
dengan Rekening No. 78510700243,

3. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus Bela.

e. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.
Yonas Ramba, S.Km. Komp. Polri Bhayangkara JIl. Kumala 14 b
RT.001/007,

f. 1 {satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs,

vonatan Dool Sanda JI. Anggrek Blok A-1 RT.001/005 Komp.

Perumahan Tonasa |l Pangkep ;
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g. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H.
Amir Mamma JI. Malekkana RT.VI Tetlikenrana E Marioriawa
Soppeng,

h. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis
Peter David JI. Rajawali No. 119/115 Makassar :

L. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis
Hartawan JI. Rajawali 119/115 Lette Mariso Makassar,;

J- 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis
Memy W, Toko Sadar Motor JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 40
Makassar,

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

(seribu rupiah).

Dengan adanya putusan majelis hakim, maka secara umum terdakwa
telah melanggar pasal 21 ayat (2) Undang-Undang MNo.2 Tahun 1992
Tentang Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana 4
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian untuk kerugian yang diderita
oleh P.T. Equity Life Indonesia tidak dikembalikan oleh terdakwa karena
idanaan, terdakwa tidak digugat secara perdata dengan

selain proses pem
rasmi oleh P.T. Equity Life indonesia untuk mendapatkan kKembali hak atas

dana yang telah digelapkan.
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B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Premi Asuransi sebagai Perbuatan yang Berlanjut dalam Perkara

No. 1535/Pid.b/2007/Pn. Mks.

Pada pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana panﬁgelapan
secara umum melihat pada klasifikasi pidana yang sangat memberikan
pengaruh signifikan pada masalah penerapan terhadap sanksi yang diberikan
kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Terkait
dengan perkara No.1535/Pid.bf2007/Pn. Mks. dimana pada pokoknya Majelis

Hakim memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebul terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, * Dengan
sengaja menggelapkan premi asuransi terus menerus sebagal perbuatan
yang berlanjut *;

s Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan agar barang bukti

3. Uang tunai sebesar Rp.379.000 -] Dikembalikan kepada P.T. Equity

Life Indonesia cabang Makassar
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.1 (satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke P.T. Equity
Financial Solution;

. 2 (dua) lembar temuan kuitansi yang baru disetor;

- 3 (tiga) buah buku tabungan beserta ATM masing-masing -

1. Buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus Bela dengan
Rekening No. 025077305

2. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romulus bela
dengan Rekening No. 79510700243

3. Buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa Romuius Bela.

.1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.

Yonas Ramba, S.Xm. Komp. Poli Bhayangkara JI. Kumala 14 b

RT.001/007,

1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis Drs.

vonatan Dool Sanda JI. Anggrek Blok A-1 RT.001/005 Komp.

Perumahan Tonasa || Pangkep ;

. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis H.

Amir Mamma J. Malekkana RT.VAl Tettikenrana E Marioriawa

Soppeng,

. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis

Peter David JI. Rajawali No. 118/11 5 Makassar ,
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L. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis

Hartawan JI. Rajawali 119/115 Lette Mariso Makassar;

j. 1 (satu) lembar kuitansi premi lanjutan atas nama pemegang polis
Memry W, Toko Sadar Motor JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 40
Makassar,

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

(seribu rupiah).

Setelah penulis melakukan wawancara mengenai perihal penjatuhan
putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh bapak Kemal Tampubolon,
S H.M.H. yang memberikan penjelasannya tentang perkara ini, bahwa
terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
sebagai hukuman yang dibenkan kepada terdakwa agar tidak mengulangi
perbuatannya.

Dengan penjatuhan hukuman terdakwa tersebut, maka dapat dilinat
bahwa wujud sanksi pidana menggunakan stelsel pidana yang dikenal
dengan sistern hisapan (absorfie stelsel) sebagaimana penjatuhan pidana
dalarn sistem hisapan pada concursus artinya hanya dipidana terhadap salan
satu dar aturan pidana itu, dan jika diantara aturan-aturan pidana itu
kenakan adalah aturan yang terberat ancaman

herbeda-beda maka yang di

pidana pokoknya dan apabila suatu perbuatan itu termasuk dalam aturan
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pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan khusus, maka yang
dikenakan terhadap aturan pidana khusus itu saja.

Kemudian, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
penggelapan premi asuransi secara terus menerus berdasarkan stelsel-
stelsel pemidanaan pada concursus yaitu perbuatan berlanjut (Pasal 64
KUHP), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan
peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa Romulus Bela alias
Romi tersebut terbuktli secara sah dan menyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana menggelapkan premi asuransi terus menerus
sebagal perbuatan yang berlanjut. Hakim memidana terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 {enam) bulan.
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BAE VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah dan dikaitkan dengan

hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan premi asuransi sebagai perbuatan yang berlanjut dalam
perkara no. 1535/Pid b/2007/Pn. Mks, ditentukan atas putusan Maijelis
Hakim berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai
suatu syarat pemidanaan, Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan
pembenaran yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan,
dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan
kesalahan sipembuat tindak pidana sehingga peranggung jawaban
pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan tertap beraku bagi pembual tindak pidana. Di samping
itu berdasarkan fakta dan data yang ada pada saat pemerksaan
peradilan dimana antara fakta dan data dengan dakwaan penuntut
urmurn terdapat kecocokan didalamnya,

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi

asuransi secara terus menerus berdasarkan stelsel-stelsel
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pemidanaan pada concursus yaitu perbuatan berlanjut (Pasal 64
KUHP), yang menggunakan sistem hisapan (sama dengan
perbarengan peraturan), oleh karena itu Hakim menyatakan terdakwa
Romulus Bela salias Romi tersebut terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggelapkan
premi asuransi terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut.
Hakim memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa
saran yaitu :

1. Dengan memberikan gugatan perdata kepada pelaku tindak pidana
penggelapan oleh korban disamping berjalannya proses pidana
diharapkan korban penggelapan dapat menerima bentuk pertanggung
jawaban yang lebin besar lagi oleh pelaku penggelapan tersebut;

2. Diadakan perubahan terhadap beberapa pasal-pasal penggelapan
pada KUHP yang pada saat ini sudah tidak relevan lagi diterapkan

pada saat ini karena tidak memberikan efek jera yang cukup bagi

pelakunya.
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PUTUSAN
No.1535/Pid.B/2007/PN.Mks,

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Megeri Makassar yang memeriksa dan mengadill

perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
perkara atas nama terdakwa :

Nama : ROMULUS BELA alias ROMI

Tempat lahir : Wajo.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal  : Jalan Cendrawasih Asmat Barak Zink I No.02

Kota Makassar.

Agama + Kristen Protestan.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Térdah:'-.-a tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah
sumpah dan keterangan terdakwa serta pula telah memperhatikan
huktl-bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut
umurm tertanggal 30 Januari 2008 yang pada pokoknya mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan ;



Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi  bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam

pidana dalam pasal 21 ayat 2 UU No.2 Tahun 1992 tetang Usaha

Perasuransian Jo pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa

dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- ;

Dikembalikan kepada PT.Aquity Life Indonesia Cabang Makassar;

- 1(satu) lembar rencana jadwal pembayaran kewajiban ke

PT.Aquity Finansial Solution ;

- 2{dua) lembar data temuan kwitansi yang baru disetor ;

- 3(tiga) buahbuku tabungan beserta ATM masing-masing :

1. 1(satu) buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus
bella dengan Rek. NO. 0250773005 ;

3. 2(dua) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa
Romulus Bela dengan Rek. No. 79510700243 ;

3. 3(tiga) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa
romulus bela ;

- 1(satu) lembar kwitansi premi Ianjmn atas nama pemegang
polis Drs.Yonas Ramba SKM Kompk Polri Bayangkara Jl.Kumala
Mo. 14 B RT.001/007 ;

- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Drs.Yonatan Dool Sanda J.Anggrek blok A-1 RT.001/005

Kompk Perumahan Tonasa 11 Pangkep ;
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- 1{satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang

polis H Amir Mamma J.Malekkana RT.V/II Tettikenrana E

- 1{satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Peter David JI. Rajawall No.119/115 Makassar ;
- 1(satu) lembar kwitansi preml lanjutan atas nama pemegang
polis Hartawan Jl.Rajawali No.119/115 Lette Mariso Makassar;
- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Merry W, Toko Sadar Motor JI. Dr Wahidin Sudiro
Husodo No. 40 Makassar ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
( seribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan dan permintaan terdakwa yang
diajukan secara lisan tanggal 30 Januari 2008 yang pada pokoknya
menyatakan :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman  karena terdakwa
mempunyai orang tua yang sakit-sakitan ;

. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari ;

Telah mendengar replik jaksa penuntut umum dan duplik

rdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan
terdakw

pembelaannyd ;
imbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan
Menim
dakwaan -

Pertama -
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Bahwa terdakwa Romulus Bela alias Romi pada hari yang tidak
diingat dengan pasti lagi yaitu antara tanggal 11 Maret 2006 sampal
dengan tanggal 29 September 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam
bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2007 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2008 sampal dengan tahun 2007 bertempat di
Kantor Equity Life Indonesia Cabang Makassar Jalan Dr.Ratulangi
Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Neger]
Makassar dengan sengaja telah menggelapkan premi asuransi jika
antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran ada hubungannya 5&l;lerntkian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Custumer Servis pada Perusahaan
PT.Equity Life Indonesia Cabang Makassar yang bergerak dalam bidang
ssuransi dan investasi dimana terdakwa mempunyal tugas melayan
para nasabah dan menerima hasil tagihan dari kolektorfagen serta
menerima pembayaran premi lanjutan nasabah di kantor cabang
Makassar dengan mendapat gaji Rp. 862.000, - perbulan ditambah
dengan tunjangan-tunjangan lain atau bonus dari tagihan pembayaran
premi sebesar 25 %.

Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September

2007 terdakwa menerima uang premi lanjutan nasabah hasil tagihan
kolektorfagen  yaitu  saksi Jufri  yang seluruhnya  berjumlah
Rp.414.251.509 yang rinciannya sebagai berikut
Fremi

i -Plokis htempo | Rupiah Dollar | ket
Na| Pamegan polis Mo.Polis | Jatu i oila:
1 |Eddy Candra hasan 05003113 | 10-3-2000 250,000,
2 | Aantong liung 3031325 [30-12-2006 10.000.000
3. |Matniida hana7i71 [30-12-2006 | 10.000.000.
4 Wil Tan £03719.4. |[30-12-2006. | 15.000.000.
&} Fonny Hausyan _ [0503711.3.[30-12:2006 | 5000.000.




6. m;u "E——--—._H__,_
—— 40355890 20-12-2005 | 10000000
Kurs.
L 9,170
7. _Vivi Sari Dew
02002370 251-2007 35.925.768, | 3.817 78 E;Er
urs.
8. Vivi Sarl Dewi T
L e 0100707 2. 2712
5, [Sukarno Dnonadss o 38.324563 (390125 P |
10 Abd Gaffar H.rs. 04004793 [18-2.2007 YT
11 [Sukmawati Sukarno 05004432 250 -Euu‘.r' ﬁuﬂm'nuu'
12 Merry Widgando, 05007733 [po-3-2007 | 30000000,
13 Meke Wiaya ___ 198015592 0332007 | 243500
W14 Hi.Murniati 5. S05  BB016600 28-3-2007 2177100,
J.f'_kl-ﬂﬂw _ 060068S1 25-3-2007 3.000.000
16 [Syamsu Harina H___ 04008593 [23.3.200 1.355.200,
17.Wilyanson Yiang 85013535 [11-3-2007 6.458,000.
18 l{-ung Thiseyen 02006770 [23-3-2007 2493750,
18 |Syarina Syarif 06063833 [30-3-4-507. | 600000,
20 |Ewrwin Santoso 040007254 [1-4-2007 & 00 000,
Kurs,
19.180
21 H.Burh - o0
-Burhanuddin 26018504 |15-4-2007 2.7689.802 038
k EHD Rischsang | : :
22 [Pinarto. 6020684 [10-4-2007 2.076.000 s
23 |H.Nurhayati Dra. (97016544 [114-2007 040,850 J?
24 |Nikodemus Tangke |04007054 (1242007 | aqweson. | |
25 [Ridwan Apriyansah 01012085 [18-4-2007 [ 563,750
26 [Yuns Ramba 05010314 |20-4-2007 __2.400.000
27 Yunas Ramba 05010325 _[21-4-2007 2.400.000
28 Wunas Ramba 06010336 [22-4-2007 2.400.000
28 H.Amir Mamma 06010516 05-4-2007 | 10.000.000
30 (YonatapeDollo Sanda 06010913 25-4-2007 | 10000000, ) =
31 [Diana {880211530 25-4-2007 1.382.250
Kurs,
9,190
2G4/
ric Halix Drs, 019026 [26-4-2007 4.729.450. | 51463 p7
33 |Marling Sumbung SE [02009382 28-4-2007 1.071.000.
34-[Suripgwali Eni 5 2026801 PO-4-2007 1.450.716.
3L [Charles Anwar Aslin_ 04010031 [1-5-2007 6.000.000.
36 |Susanto Ngawi 06012656 [1-5-2007 5.000,000.
37 [Usman Dg Gassing 95024822 |1-5-2007 450,800,
38 [¥usuf 3011255 [2-5-2007 1.638.985.
38 |Hj.Fahdiana Ir. 029432 [5-5-2007 1.347.470,
40 [Eddy Tangurapan 716 [10-5-2007 2.490.640.
41 [Sunyolo Tj;u. 98024645 _{14-5-2007 1.834.000.
42 |Lenny 8. 09023114 |15-5-2007 6.041.000.
43 [Senang 00021931 [15-5-2007 1.610,250.
44 [H, Mawir 05027830 [20-5-2007 1,304,500
45 |Hartawan B5020143  [21-6-2007 6,640.737.
46 [Thio Sheny 0022864 [23-5-2007 2.719.000.
47 Ridwan Kanne SE 02012970 [24-5-2007 247140,
48 idwan Kanne SE_ 02012933 [24-5-2007 498.680.
45 {Amir 06026704 [24-5-2007 253.000.
50 lagnes The Gigk Koen|38057912 _25-5-2007 574.008.
51 Henrikus Talebong 02020440 [5-5-2007 408.057.
g2 Tahir Burhan Ir. 04012722  [26-5-2007 4.106.750,
53 |Dinarwaty g5029423 27-5-2007 1.085.480,
54 Uulianto Pengely  |00025246 [28-5-2007 2 350.500.




membuat laporan da
pula kwitansi premi yang tidk tertagih
karta untuk dilakukan rekapitulasi

demikian

seharusriya dikembalikan ke pusat Ja

akan tetapi oleh terdakwa kwitansi premi tersebut dilakukan penagihan

sendiri dan uangnya

tetapi dana

pribadinya. ;

53 (Tajudin
57 |Hasan Hanif _"WEQQDW 505,580,
58 [Hasan Hanif mnﬁgﬂm 408,000,
58 |Marlianty Ichwan 0024100 ooy A23.800.
60 IMarlianty lchwan 00024076 ::;gg; 935.000. ]
61 Marlianty Ichwan 100024081 [1-5.2007 ?ﬁig
62 10wi Hoa Lie 01018574 B-6-2007 3:102.41]”.
23 #4.Sofian Machmud H 104008871 [10.6-2007 303,450,
24 jHartawan _[B8031a30 262007 | 10.202.000.
85 Piter David 108031436 [12:6:2007 |~ 11,480,400, -
E6 _Abdul munir 02023362 [12.6-2007 isiin, | o
67 [Shicel Chandra 90034180 2362007 E.JHE:EDD:
|68 |Shioel Chandra 90034221 [23-6-2007 1 842 500,
Kurs,
0,520
Pl
68 RanyLang 01020773 762007 | 19.501.069. | 2.057.98. [07
Is.
520
2881
70 | Mini liang 010216144 27-6-2007 19.588.161. | 2.057.58 07,
71 |Henri Susanto 04016311 [1-7-2007 8.848.250.
72 Herman Budianto  |BA03TT10 {-7-2007 | 2237750
73 JAngge Prakarsa [BBO35S1TE  [9-T-2007 436 250.
74 Margaretha DE037EI0  2R-7-2007 £.B20.000.
_?‘E__hrSH}';a_rmsul Rijal 07003053 115-8-2007 200.000.
76 Waswadi, SH. 03012616 [24-08-2007 | 317.223,
77 llyas Asaad Ir. 03030260 25-8-2007 742.005.
78 Jadin JB Mukarta 02022436 26-8-2007 1.422.380.
79 |Lidwina Herlina Wong|02025265 26-8-2007 246.937
80 [Juliati lchwan 02026736 28-8-2007 164.026.
81 [Hasrul Haiman 95050244 [1-9-2007 483.500.
82 [Theresia Gunaidi 99000260 2-0-2007 458450
83 [Robert Tirtomijoyo Dr 07016583 10-9-2007 3.750.000.
84 |Andria Hosea Ir 06036071 [20-9-2007 15.000.000.
85 banny Dendy 7045078 25-9-2007 Eﬁgﬂug e
86 | Lily Janto Drg. (05037803 29-9-2007 2.280.000.
414,251.505,85 13.560.50 |
Jumlah
Bahwa uang premi ngsabah tersebut oleh terdakwa tidak

n uangnya tidak disetorkan ke kantor pusat Jakarta
oleh kalektor/agen

juga tidak disetor ke kantor pusat Jakarta akan

premi tersebut dipergunakan terdakwa un

tuk kepentingan



Akibat perbuatan terdsiona PT.Equity Life Indonesiz m

kerugian sekitar Rp. 414.251.5!39,—

Perbuatan terdakws sebagaimana diatur dan diancam

dalam pasal 21 ayat 2 Uu

pidana-“
No.2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian jo pasal 64 ayat 1 KUHP,

Atau ;

Kedua :

Bahwa terdakwa Romulus alias Romi pada hari yang tidak dapat
di ingat dengan pasti lagi yaitu antara tanggal 11 Maret 2006 sampai
dengan tanggal 29 september 2007 atau pada waktu-wktu lain dalam
bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2007 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di
kantor Equity Life Indonesia Cabang Makassar )i Dr. Ratulangl Makassar
atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar
dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubunga kerja
atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu  jika
antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau peianggaran ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlajut perbuatan

terdakwa dilakukan dengan cara-card seba
adalah Custumer Servis pada PT. Equitu Life

gai berikut :

Bahwa terdakwa

Indonesia Cabang Makassar yang bergerak dalam bidang asuransi dan
n

o lva mempunyai tugas melayani para nasabah
investasi dimana terda

menerima  hasil tagihan dari kolektorfagen serta menerima
dan
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mba i
pembayaran premi lanjutan nasaban di kantor cabang Makassar dengan
mendapat gaji Rp.862.000,-

perbulan ditambah dengan tunjangan-

tunjangan lain atau bonus dari tagihan pembayaran premi sebesar 25 9

Bahwa pada bulan Jun 2006 sampai

2007

dengan bulan September

terdakwa menerima uang premi lanjutan nasabah dan uang prem-i

nasabah hasll tagihan kolektor/agen. yaitu saksl Jufri yang seluruhnya

berjumiah Rp.414.251.509 yang rinciannya sebagai berikut :

. A Premi
e bt et e [ B o
=l 10-3-2006 20 000,

2 | Antono llung 03031325 [o0-12-2005 | 10.000.000

3. _Matniida 04037171 D0-12-2006 | 10.000.000.

4. Wil Tan 503719.4, P0-12-2006. | 15.000.000.

5. |H Fanny Hausyah 0503711.3. B0-12-2008 & 000,000,

6. |Sherly wiwarsono 40355650 £0-12-2006 |  10.000.000,
LA
59.170
T

7. Mivi Sari Dewi p2002370 251-2007 35,925,768, |3.917.76 |07,
KLrs,
9,170
2702

B, MiviSarDewi 01007071 _|22-2-2007 36.324 683, |3.961.25 |07

5. Sukamo 05004454 [25-02-2007 5.000.000,

10 |Abd Gaffar H.Drs. 4004783 [18-2-2007, Z.453.400 |

11 [Sukmawati Sykama 5004432 P5-2-2007 5.000.000 1]

12 |Mery Widgagdo, _ [p5007733 [0-3-2007 |  30.000.000.

13 Meike Wiaya 015592 [23-3-2007 5 243 500

14 |Hj Murniati 5.505 016600 [28-3-2007 2 177.100

15 [Lanny 006801 _[26-3-2007 3.000.000

16 [Sysmsu Harina H ___[p4006593 [p3-3-200 | 1.355.200

17. W!wanm_'llﬁ fang __[95013535 [11-3-2007 | 6.438.000

18 |[Kong Thjae yen D0B770_[23-3-2007 2.493.750

18 [Syarina Syarif 063833 [0-34-507. | 600000

20 [Ewrwin Santoso 40007254 [1-4-2007 5.000,000 ,
180
1rs0

21 |H Burhanuddin 018504 |5-4-2007 s7sam02. | 2038 7

E%ﬁ.ﬁjhﬂw lE020584 [10-4-2007 2.076.000.

99 . Nurhayati Dra. 7016544 [11-4-2007 1.040.850.

24 Nikodemus Tangke [04007954 |12-4-2007 3,194.800,

25 Ridwan Apriyensan__[01012965 |16-4-2007 563.750.

26 [vuns Ramba 06010314 [20-4-2007 2.400.000.

27 [Yunas Ramba 05010325 [214-2007 |, 2.400.000.

28 [Yunas Ramba 5010336 [22-4-2007 2,400,000,

25 |1 Ami Mamma__ (06010616 _25-4-2007 | 10.000.000.

30 [Yonatan Dol Sanda 6010813 -4-2007 10.000.000.

31 [Digna 0211530 25-4-2007 1.382.250.

32 |m;m Halix Drs. gmmza 06-4-2007 4.720.450. | 514,83 [Kurs.




E-30
- —— 254-.
25 Meririg Surnlrg UE LT TR 2T TR i
-"‘ PR B ST LAY B .—:""*:
T "t e Fsiin I"'.r"-'r' g e S R £ o
\# fusato Voge f_:-:_f:-:"-".-’ Rl et

| 37 Fsrran Dy Gaieng

g fURAERE A EUNT 37 B30, :
o tuguf = _r}:'i"lf-"s_?_-‘__;_ij;‘? L qs3m s | |
3 Fifshdiens . Duastiz Eee0nm | 1347470, | '
|40 [ty Targurapan BeAT1E 19TV | 24ELD
|"ﬂ'-| lrJﬂj"J"‘-ﬂl TI‘.E Ty '}d"'-E-"-E .lfd_l__r;"__é:la_?- 1 1 832 oG, |
|r¢2 jLenny 5, ) pm 1141552007 | 6.041.000. g
(&3 Seneng 1931 lE:E-EW? 1.910.250. |
44 N E027830 2052007 1,304 500, 1
45 Harlawsn 25143 B1- E-EI:i:l? GEAD.TIT.
46 ThioSheny 00022854 23-5-2007 2.718.000.
47 Ridwan Kenne SE 02012570 24-5-2007 247140,
[28 Rigwan Kanne SE__ 2012933 124-5-2007 458 580,
(4% lamir GOUZAT04 2452007 553.000.
|50 agnes The Giok Koen(JB057312  25-5-2007 _ B74.008.
51 Henrikus Talebong 02029440 26-5-2007 408.057,
52 [Tahir Burhanlr, 04012722 2552007 | 4.108.750.
53 Dinarwaly 5020423 B7-5-2007 1.086.480.
4 Hulianto Pengely _ EDQE..EE&E: 29-5-2007 _ | 2.359.500.
5 [Tajudin AO2%213 [(20-5-2007 1.154.658,
EE La Stajeng §0B6083 [28-5-2007 | 505580,
57 Hasan Hanif hmﬁ@__m-ﬁ-zﬂn? 408 000,
58 Hasan Hanif 01018556 (29-5-2007 F23.500.
59 Marlianty lchwan 024100 1-6-2007 038.000.
60 [Marlianty ichwan 00024076 [1-6-2007 3 GOB.500
_ﬁj_F_a_rMMﬂ,n fno@24081  |1-6-2007 1.779.250.
Diei Hoa Lie 01018671 [B-6-2007 3.102.400
63 | Sofian Machmud H 104009871 [10-6-2007 303.450.
&4 |Hartawan 031430 [12-6-2007 m.zua.u%.
55 |Piter Davyid 031426 H2-6-2007 11.480.400,
66 jabdul munit hoozazsz [12-8-2007 454,840,
&7 [Shicel Chandra [99034190 [23-6-2007 3,498,500,
&8 [Ehipal Chandra 034221 [23-5-2007 1.842.500, o
Q.EEDF
BB
64 [Reny Liang 1020773 @7-6-2007 19.561.068. | 2.057.98. %—rﬂ—
9,520
e
70 | Wini fian 1021614 [27-6-2007 16,588,161, | 2.057.58 07
L e Susaric otesty 172007 | 8648250
72 Herman Budianio ar710 [1-7-2007 ﬁgﬁ:;mi
5820000,
200.000.. N R
317.223.
742 005,
; 1.422,380.
: arlina Wm z025265 26-8-2007 246.937
iﬁ:im EDEMETHE 28-8-2007 164.026.
- 05050244 [1-8-2007 4486500
84 Hasmul Haiman Sl M 2007 458 460,
52 [Theresia Gunaidl 99008260 2-5-
(7016563 [10-8-2007 3.750.000
A3 [Robert Tirtomijoyo DT
2 & eddeda Hegaa Ir ng?'l _EQ"E'.'EUT 19':.:“]00':'
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85 JAnny Oendy n7o15078
85 (A Lily Janto Drg. G03TEOS

15.5.3007 500,000, 1
20-0-2007 2.280.000. l

| Jumlah

414.251.505,85 13.560.50

Bahwa uang premi nasabah tersebut oleh terdakwa tidak setor ke
kantor pusat Jakarta demikian pula kwitansi premi tidak tertagih oleh
kolektor/agen seharusnya di kembalikan ke kantor pusat Jakarta untuk
dilakukan rekapitulasi akan tetapi oleh terdakwa kwitansi premi tersebut
dilakukan penagihan sendiri dan uangnya juga tidak disetor kekantor
pusat jakarta dan tanpa sepengetahuan atau seifin dari saksi M.David
pranico, SH sebagai pimpinan PT Equity Life Indonsia uang premi
nasabah tersebut oleh terdakwa dipergunakan utuk kepentingan
pribadinya.

Akibat dari perbuatan terdakwa PT. Equity life Indonesia
mengalami kerugian cekitar Rp. 414.251.509,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 374 Jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan tidak
mengajukan eksepst ;

Menimbang, hahwa dalam persidangan telah diajukan saksi-saksi
yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut .

| Saksi M.DAVID FRANICO,SH.
Bahwa saksi adalah auditor dart kantor pusat PT.Equity Life
indonesia yang bergerak dibidang asuransi dan investai yang
diperintah pimpinan untuk mengaudit keuangan pada kantor
cabang di Makassar.

. Bahwa berdasarkan laporan dari para nasabah tanggal 11

cantamber 2007 yang mengajukan klaim/permintaan premi
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" -
Yang ternyata tidak dilunasi/disetgr padahal nasabah telah

melunasi kewajibannya sehingga saksi bersama saksi Eko

Beodi Santosn melakukan audit terhadap kantor cabang

Makassar ;

Bahwa audit dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu mengambil

data dari luar kantor dengan mendata seluruh nasabah yang
telah melunasi kewajibannya dan kedua mendata didalam

kantor sendiri dan berdasarkan hasil audit dari saksi, telah

ditemukan kerugian perusahaan keseluruhan

Rp. 414.251.509,85 ;

Bahwa kerugian diketahui setelah satu tahun dengan adanya
beberapa nasabah mengkomplain preminya ;

Bahwa pembayaran premi oleh nasabah keseluruhannya
diterima karyawan bermama terdakwa Romulus Bela alias
Romi ;

Bahwa tugas terdakwa sebagai Costumer Servis untuk

menerima pembayaran premi dari seluruh nasabah di wilayah

cabang Makassar ;
Bahwa penggelapan yang di lakukan terdakwa adalah dengan

cara setiap nasabah membayar kepada terdakwa memberi

tanda terima kwitansi uang pemnbayaran, namun terdakwa

tidak melaporkan penerimaan premi dari nasabah ke kantor

<at karena uang hasil pembayaran diambil sendirl untuk
pu

kepentingan pribadi terdakwa &
ikeluarkan oleh
warel tanda pembayaran dike
Bahwa pada kwitans

ahaan dan pada witansi telah dicantumkan nama para
perus
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nasabah dan jumiah yang akan dibayar/disetor oleh nasabah
tersebut ;

Bahwa kwitansi yang telah dikeluarkan perusahaan yang
seharusnya jumlahnya sekian, ternyata dilaporkan oleh
terdakwa tidak sesual dengan jumlah kwitansi tersebut
sehingga ditemukan selisih premi uang yang harus disetorkan
oleh terdakwa tidak dilaporkan kepada kantor pusat ;

- Bahwa terdakwa bertugas menerima langsung uang premi
dari nasabah dan terdakwa juga menerima uang premi
nasabah dari kolektor hasil penagihan pembayaran premi
nasabah ;

. Bahwa setelah ditemukan adanya selisih premi yang
merupakan kerugian perusahaan sejumlah
Rp.414.251.509,85- tardakwa mengakuinya telah mengambl
selicih uang premi yang tidak disetornya ke kantor pusat ;

. Bahwa perusahaan telah meminta pertanggungjawaban dari

terdakwa atas perbuatannya tersebut tetapi hanya berjanji -

janjl saja untuk mengembalikan uang perusahaan yang tidak

disetorkanmnyd tersebut ;

2. Saksi Ir. EKO BOEDI SANTOSO.

Bahwa saksi adalah auditor kantor pusat PT.Equity Life

Indonesia yand mengaudit keuangan kantor cabang Makassar

bersama-sama dengan saksi M.David Franico,SH ;

: : 1403
Rahwa selain bertugas sebagal auditor perusahaan saksi jug
- Ba

sistim dan prosedur dalam perusahaan ;
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Bahwa berdasarkan klaim/permintaan premi dari beberapa

nasabah, yang mana nasabah telah melakukan pelunasan
premi yang menjadi kewajibannya kepada terdakwa Romi
saksi melakukan audit tehadap kantor cabang Makassar :
Bahwa saksi meneliti kwitansi-kwitansi premi dari kantor
pusat yang dikrim ke kantor cabang yang yang diterima
terdakwa sebagai custumer care kemudian saksi meneliti
laporan dari terdakwa dimana terdakwa menyerahkan
kwitansi premi kepada kolektor dan agen sesuai
permintaannya, selanjutnya setelah saksi teliti ternyata
kwitansi-kwitansi premi yang telah ditagih dan diterima
terdakwadan penagihan-penagihan dari kolektor/agen yang
telah diterima terdakwa ternyata tidak dilaporkan terdakwa
dan tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa kepada kantor
pusat sedangkan tanda pelunasan/kwitansi telah diterima
nasabah ;

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi,
ternyata diternukan kerugian keseluruhan
Rp.414.251.509,85," ;

Bahwa berdasarkan sudit ditemukan telah terjadi manipulasi

keuangan yangd dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2006

sampai dengan geptember 2007 ;

Bahwa kwitansi yang dikeluarkan perusahaan dengan jumiah

premi tertentu ternyata tidak_dilaporkan terdakwa kekantor

pusat gesual dengan jumiah yangd tertera dalam kwitansi

a diternukan cglisih premi uang yand seharusnya

tidak dilaporkan kekantor pusat

sehindg
disetorkan terdakwa tetapl
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sehingga saksi menemukan selisih kekurangan setoran oleh
terdakwa sejumiah Rp.414.251.509,85 - terebut ;

Bahwa tugas terdakwa adalah mencacat, menyimpan,
mendistribusikan serta menyetorkan premi dari kolektor dan
nasabah kemudian terdakwa menyetorkannya kepada kantor
pusat melalui rekening perusahaan ;

Bahwa kantor pusat telah meberikan kesempatan kepada

terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi

terdakwa hanya berjanjl-janji saja ;

. Saksi MAYA ILFIANI alias MAYA.

Bahwa saksi adalah karyawati PT.Equity Life Indonesia
Cabang Makassar di bagian Insurance consuitan dan bertugas
mencari nasbah ;

Bahwa benar saksi mengakul pernah meminjam uang dari
terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- yang menurut terdakwa
uang tersebut adalsh premi yang terdakwa dapatkan dari
perushaan ;

Bahwa benar terdakwa telah memanipulasi uang perusahaan
melalul uang premi nasabah yang tidak disetor terdakwa Romi
ke kantor pusat ;

Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp. 1.000.000,-

tersebut kepada perusahaan melalui cara mencidl lewat

potongan gaji saksi

. Saksi ASIH IRMAWATI alias ASIH.

dalah karyawati PT.Equity Life Indonesia

ian Insurance consultan dan

Bahwa saksl 3
Cabang Makassar hertugas di bag

bertugas mencari nasabah atau marketing/pemasaran ;
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Bahwa saksi mengetahui terdakwa telsh memanipulas uang

Perusahaan kantor pusat sejumlah  Rp.414.251.509,85,-

setelah dilakukan audit oleh kantor pusat ;

Bahwa benar saksi pernah meminjam uang dari dari terdakwa
sejumiah Rp, 2.500.000,-

Bahwa menurut terdakwa uang yang dipinjam saksi tersebut
adalah uang terdakwa dari hasll premi yang terdakwa
dapatkan dari perusahaan :

Bahwa uang pinjaman tersebut telah saksi kembalikan kepada
perusahaan lewat pemotongan gaji dengan cara mencicil dari

gaji saksi ;

. Saksi MUH.JUFRI RAUF,SH.

=

Bahwa saksi adalah pegawal PT. Equity Life Indonesia
bertugas pada bagian kolektor untuk menagih premi kepada
para nasabah ;

Bahwa uang yang saksi tagih dari nasabah kemudian disetor
saksi kepada terdakwa Romi ;

Bahwa berdasarkan bukti kwitansi vyang didalamnya
tercantumn nama nasabah beserta besaran premi yang harus
dibayar yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk
dilakukan penaglhan, saksi setelah medapat dana setoran dari
nasabah kemudian menyetorkan kepada terdakwa sesuai
kwitansi tersebut ;

Rahwa berdasarkan auwdit dari kantor pusat sejak bulan Maret
9006 sampai dengan September 2007 terdakwa tidak

setorkan  uang nasabah ke pusat sejumlah  Rp,

414.250.509,85,- ;
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Saksi HARTAWAN,

Bahwa salsi keterangannya dibacakan dipersidangan atas

persetujuan terdakwa dan penuntut umum ;

Bahwa saksi adalah salah seorang nasahahfpemil1k uang yang
telah digelapkan terdakwa ;

Bahwa kejadian penggelapan uang nasabah diketahui setelah
ada audit dari kantor pusat di Jakarta pada tanggal 11
september 2007 dimana terdakwa tidak menyetorkan dana
nasabah ke rekening kontor pusat ;

Bahwa uang saksi yang diambil oleh terdakwa tidak

disetorkan ke perusahaan sejumiah Rp. 7.000.000,-

Saksi HALWATIAH alias TIA.

Bahwa sksl keterangannya dibacakan dipersidangan atas
persetujuan terdakwa dan penuntut umum ;

Bahwa saksi adalah teman kentor terdakwa dan saksi
diternpatkan di bagian administrasi ;

Bahwa terdakwa adalah Custumer Care pada kantor cabang
PT. Equity Life Indonesia di Makassar yang bertugas melayani
nasabah dan juga menerima tagihan dari kolektor dan juga
menerima pembayaran premi dari nasabah dan berkewajiban
menyetorkan ke rekening perusahaan ;

Bahwa terdakwa menerima uang dari nasabah dan kolektor
tetapl tidak menyetorkan ke rekening perusahaan dan uang
tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
Bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan yang

idak disetorkannya sejumiah Rp. 414.251.509,85,- ;
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- Bahwa terdakwa berjanji akan membayar/mengembalikan uang
perusahaan yang diperoleh dari premi nasabah tersebut tetapl
sampal kini janji tersebut belum ditetapi terdakwa ;

Menimbang, bahwa darl hal-hal yang terungkap dipersidangan
serta dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai
berikut :

- Bahwa terdakwa E.daiah karyawan PT.Equity Life Indonesla yang
bertugas sebagal Custumer Care yang bergerak dibidang asurans
dan investasi dimana tugas terdakwa adalah melayani nasabah yang
akan membayar lanjutan premi dan menerima hasil tagihan dar
kolektor ;

. Bahwa setiap pembayaran premi dari nasabah terdakwa memberi
kwitansi yang telah tercetak nama nasabah dan jumlah premi yang
harus dibayar nasabah kepada terdakwa ;

. Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran yang telah dibayar
nasabah dan disetor kolektor dari nasabah  terdakwa tidak
laporkan,/setorkan semuanya kerekening kantor pusat tetapi hanya
sebagian saja terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat di jakarta

_  Bahwa berdasarkan hasil audit kantor pusat yang dilakukan saksi
M David Franiko,SH dan Ir.Eko Boedi Santoso Yyangd dilakukan
dengan 2 cara yaitu mengambil data dari luar kantor dengan
mendata seluruh nasabah yang telah melunasi kewajibannya dan
kedua mendata didalam kantor sendiri dan berdasarkan audit saksi

tersebut ditemukan adanya keruglan keseluruhan sejumiah Rp.

414.251.509.85 ;
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=

Bahwa kejadian Pﬂll‘buatan terdakwa dengan mengambil dana premi
nasabah dilakukan sejek bulam Maret 2006 sampﬁi dengan
september 2007 ;

Bahwa terdakwa mengakui benar telah mengambil dana premi para
nasabah tersebut dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk
kepentingan pribadl dan sebagian di pinjamkan terdakwa kepada
temannya di kantor cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjljtn':.-'a majelis  hakim  akan
mempertimbangkan  apakah dari  fakta-fakta vyang terungkap
dipersidangan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, maka majelis hakim akan
menghubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah
didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu majelis hakim
terlebih dahulu akan membahas dan mempertimbangkan dakwaan
pertarma karena dipandang dakwaan tersebut lebih berkenan dengan
perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa :

Pertama - Melanggar pasal 21 ayat (2) LUndang-Undang MNo.2 Tahun
1992 tentang Perasuransian Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Ke dua : Melanggar pasal 374 KUHP ;

Tentang dakwaan pertama
Menimbang, bahwa dakwaan pertama pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Mo. 2 Tahun 1992 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut :

1, Barang siapa ;
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2. Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi ;

3. Dipandang sebagal suatu perbuatan berlanjut ;
Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk
kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaltu orang (manusia)
yang dalam perkara inl adalah terdakwa Romulus Bela alias Romi
dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat
dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik
secara fisk maupun fisikis adalah sempurna dan sehat dapat
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan
pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menggelapkan premi asuransi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M.David
Franico, SH, Ir.Eko Boedi Santoso, M.Jufri Rauf SH. dan keterangan
terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebagal costumer
care Yyang bertugas dan bertanggung jawab menerima pembayaran
premi asuransi dari nasabah PT.Equity Life Indonesia cabang Makassar
dan menerima dana asuransi nasabah dari hasil tagihan kolektor,
selanjutnya harus disetor terdakwa ke rekening kantor pusat tetapi
dana-dana premi tersebut tidak disetorkan seluruhnya ke rekening
kantor pusat PT. Equity Life Indonesia ;

Menimbang, bahwa herdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi
M.David Franiko, SH dan Ir. Eko Boedi Santoso ditemuka selisin
asyransi dengan jumiah kwitansi yang dilaporkan

pembayaran premi

rerdakwa sebesar Rp. 414.751.500,85,- terhitung sejek tanggal 10

maret 2006 sampal dengan 29 September 2007, sehingga setelah
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dilakukan klarifikas dengan terdakwa

tentang selisih dara premi
asuransi sejumiah Rp.414,251 509 gs -

tersebut terdakwa mengakui

dana premi tidak disetorkan ke rekening kantor pusat PT.Equitu Life

Indonesia tetapi dipergunakan terdaﬁcwa untuk kepentingan pribadinya

sehingga oleh perbuatan terdakwa, PT.Equity life Indonesia menderita
kerugian sejumlah Rp. 414.251.509,85,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanagan

dari atas, maka unsur kedua dakwaan pertama telah terpenuhi menurut

hukum ;

Ad. 3. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :
Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit pada kantor cabang
Makassar yang dilakukan saksi M.David Franico, SH, dan Ir.Eko Boedi
Santoso ditemukan selisih pembayaran premi asuransi yang tidak
disetorkan ke rekening kantor pusat sejumlah Rp.414.251.509,85,- yang

dilakukan oleh terdakwa berturut-turu dari tanggal 10 Maret 2006

sampai dengan tanggal 29 September 2007 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan pertama telah terpenuhi

menurut ukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, termyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
'

unsur darl dakwaan pertama jaksa penuntut umum sehingga majelis

herkesimpulan  bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

nkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,

bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti

meyaki

Menimband,

maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;
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Menimbang, bahwa dari kenyataan yvang diperoleh selama

persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya
majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa
harus dipertanggungjawabkan kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa  mampu
bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas
tindakan pidana yang didakwakan terhadap dirl terdakwa, oleh karena
ltu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

_ Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dan
premi perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

. Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa 5{:;;:3!1, berterus terang dan mengakui perbuatannya j

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan

penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu

ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
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Menim
bang bahwa oleh karens terdakwa dijatuhi pidana maka

terdakwa harus  dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini °

Mengingat pasal 21 ayat (2) UU No.2 Tahun 1992 jo pasal 64

ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang

bersangkutan dalam perkara inj ;
MENGADILI:
o Menyatakan terdakwa Romulus Bela alias Romi tersebut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
* Dengan sengaja menggelapkan premi asuransi terus
menerus sebagai perbuatan berlanjut ™
o Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan & {enam ) bulan ;

o Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan ;

o Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

o Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 379.000,- ;

Dikembalikan kepada PT.Aquity Life Indonesia Cabang Makassar;
1{satu) lembar cencana jadwal pembayaran kewajiban ke
PT.AqQuity Finansial Solution ;
2(dua) lembar data temuan kwitansi yang baru disetor ;

u tabungan beserta ATM masing-masing .

_ 3(tiga) buahbuk

4. 1(satu) buku tabungan BCA atas nama terdakwa Romulus

hella dengan Rek. No. 0250773005 ;

5. 2(dua) buku tabungarn Lippo Bank atas nama terdakwa

Romulus Bela dengan Rek. NO. 79510700243 ;
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6. 3(tiga) buku tabungan Lippo Bank atas nama terdakwa
Romulus bela ;
1{satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang

polis Drs.Yonas Ramba SKM Kompk Polri Bayangkara Jl.Kumala
No. 14 B RT.001/007 ;

1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang

polis Drs.Yonatan Dool Sanda Jl.Anggrek blok A-1 RT.001/005

Kompk Perumahan Tonasa II Pangkep |

- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis H Amir Mamma J.Malekkana  RT.W/11 Tettikenrana E
Marioriawa Soppeng ;

- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Peter David JI. Rajawali No.119/115 Makassar ;

- isatu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Hartawan Jl.Rajawali No.119/115 Lette Mariso Makassar;

- 1(satu) lembar kwitansi premi lanjutan atas nama pemegang
polis Merry W, Toke Sadar Motor I, Dr Wahidin Sudiro Husodo
No. 40 Makassar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebani terdakwa untuk membayar blaya perkara sebesar Rp.
1,000~ ( seribu rupian )

pemikianian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari
rabu tangg@l tiga puluh Januari dua ribu delapan oleh kami
KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH sebagai hakim ketua sidang BAHTERA
FEF.HEIH-AHGIH.SH dan TIWERY CHRISTER ROLOF, SH sebagal
hakim'ha'fdm anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam

pemidaﬂgﬁn verbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas
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dibantu oleh SYAMsUL TABRIN, SH panitera pengganti dihadini oleh

Panitera pengganti

TIWERY CHRISTER ROLOF, SH. < ﬁbg/ Py

SYAMSUL TABRIN, SH.
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Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Departemen Hukum Dan HAM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAND. 13, 1992
(EKONOMI. ASURANSI. Uang.

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3467)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG

USAHA PERASURANSIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

penimbang:

i kan Pancasila dan Undang-Undang
gyarakat dil dan makmur berdasar _
a. hahg:;':‘;;?g;ﬂﬂilrﬂ: ZI segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemb? agunan dapat terjadi berbagai ragam dan

jenis risiko yang periu
ditanggulangl pleh masyarakat;

RS shat m erupakan calah satu upaya untuk menangﬁl_ﬂangi r;.r.ilm yang

: ansi : m na

7 haTha :EE?E pemls: :nasvarakat dan sekaligus merupakan salah T:a fi:ah:i-: if;fi?;a 4n ::r:k :m o
ihadap! angeo ik kedudukan strategis dalam !:IEITrI:IEIﬂE. . '

masyarakat, sehingga mem! i memajukan kesejahteraan umum;

asuransian dalam pembangunan, periu
an pErE'I'I-EIﬂ usaha per !’_E ; y
d. bahwa dalam mnEk:n“;T::;:';z;t bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian,
diberikan kesempatan ¥

hl sekaligus dapat
‘an prinsip usaha Yane sehat dan hEﬂBﬂEEunsjaw:. yang igus dap
T Bt mangsbel & n:lpn.mng kegiatan perelmnumtﬂn pada umumnya;
me ny



e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang
tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan
penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Megara Tahun
1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per-koperasian (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2B32);

959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara {Lembaran Negara Tahun 1969
Momor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomar 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran
MegaraTahun 1965 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

menetapkan: UNDAHE-UNEAHG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalarn Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransl, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehi!angan}keunmngan
yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan didenta
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum,
serta semua kepentingan lalnnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

lenggarakan secara wajib berdasarkan

Asuransi Sosial adalah program asuransi yang dise
rlindungan dasar bagi kesejahteraan

an untuk memberikan pe
masyarakat.

3. Program
suatu Undang-undang, dengan tuju

Keruglan, Perusahaan Asuransi Jiwa,
haan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi,
haan Konsultan Akturia,

alah Perusahaan Asuransi

pialang Asuransi, Perusa
ian Asuransi dan Perusa

4. Perusahaan Perasura nsian ad

Perusahaan Reasuransi, perusahaan
perusahaan Penilal Kerug
kan Jasa dalam penanggulangan

adalah perusahaan yang memberi
kepada pihak ketiga, yang timbul

nfaat, dan tanggung jawab hukum
dari peristiwa yang tidak pasti.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa a ng memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
Reasuransi adalah perusahaan Yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang
ng dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau perusahaan Asuransi Jiwa.

. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang ﬂ'li'ﬂ_lhEﬁhan
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugl Asuran
kepentingan tertanggung.

5 Perusahaan Asuransi Kerugian
risiko atas kerugian, kehilangan m3a

dalah perusahaan ya

7. Perusahaan
terhadap rislko y@
jasa keperantaraan dalam

5i dengan bertindak untuk

berikan jasa keperantaraan dalam

asuransi adalah perusahaan yang e
i dengan bertindak untuk

; haan Pialang Re ¥ :
9 Pemsata N s dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasurans
periemps kepentingan perusahaan asuransi.

atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam
k dan atas nama penanggung.

nsi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap
byek asuransi yang dipertanggungkan.

nsi adalah spsSCOorang
memasarkan jasa asuransi untu

Asura
haan penilal Kerugian
el kerugian pada 0

10. Agen Asura



srusahaan Konsultan Akturia adalah perusah
: ; aan yang memberikan j i
h jasa akturia kepad
ransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu pr{:gr:‘n aasnﬁ::? :::“
atau program pensiun.

1.7
asu

13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang at lebih,
padan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mem . ?ui: i ::Eaau
atall kehijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaﬁmamn m:t:ggrl:aat:ann
adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 14 Menteri
adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. -

" BABII

BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

gan menghimpun dana masyarakat melalui

kepada anggota masyarakat pemakal jasa
a suatu peristiwa yang tidak pasti atau

2. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang den

pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karen
terhadap hidup atau meninggainya sesecrang.

yang me nyelenggarakan jasa keperantaraan, penilatan kerugian

ang usaha asuransi,
asuransi dan jasa akturia.

b. Usaha penunj

BAB LIl

JEMIS USAHA PERASURANSIAN

pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi terdirl dari:

gan risiko atas kerugian,

erikan jasa dalam penanggulan
timbul dari peristiwa yang

ukum kepada pihak ketiga, yang
tidak pasti;

. jan yang memb
asuransi kerué .
1, Usaha 't dan 13 EgUNE jawab h

kehilangan M3
mberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup

fya SeSE0Tang yans dipertar.ggungkan.

ungan ulang terhadap risiko yang dihadapi
uransi liwa.

nsi jiwa yane me
atau meninggal

memberikan jasa dalam pertangg

reasuranst ¥ ng :
haan Asuransi ferugian dan atau perusahaan As

3. Usahd oleh Perusa



b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

e ok aﬂ!umrIISI ?ang.mﬂm“ﬂka“ jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan
penanganan penye esalan ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;

5 Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan
penanganan penyelesafan ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan
asuransi;

3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek
asuransi yang dipertanggungkan;

4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;

5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi
untuk dan atas nama penangeung.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA

PERUSAHAAN PERASURANSIAN

pasal 4

pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

dimaksud dalam
g lingkup kegiatan sebagai herikut:

Usaha asuransi sebagaimana
cjan, dengan ruan

perasuran
an hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian,

si Kerugl :
a. Perusahaan Asuran termasuk reasuransi;

ha dalam bidang asuransi jiwa dan
wa hanya dapat menyelenggarakan usa : .
b. Perusahaan Aiurﬂ:;‘:i :; sl akaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus
aﬁum..:a: hes:ck:.:fi:rﬁuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
na pe

afh Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

c. perusaha

Pasal 5

na dirmaksud datam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan

gan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

i aha
Usaha PEI;::’;:&EHHEH perasuransiar'l den
o
asuransi hanya dapat menycle

Hh:::i Pi:ataﬂridahm rangka transaksi yang b

nggarakan usaha dengan bertindak mewakili
arkaitan dengan kantrak asuransi;

hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili

i RE;EUI'-ET'IE-'i !
b. Pemsahaa:a F::! asyransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;
53



. perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat men
: yelenggarakan usaha jasa penilaian i
atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi ﬂru;::r‘ e

4. perusahaan Konsultan Akturia hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang akturia;

- perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan
asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri,

BABV
PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

Pasal 6

atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung.
kecuall bagi Program Asuransi sosial.

dimaksud dalam ayat (1} harus dilakukan dengan
an reasuranst di dalam negeri.

(1) Penutupan asuransi

(2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana
memperhatikan daya tampung perusahaan gsuransi dan perusaha

nai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan

(3) Pengaturan lebih lanjut menge
Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BENTUK HU KUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

ha pemsuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

(1) Usa
5. Perusahaan Perseroan [PERSERO);

b. Koperasi;

c. Usaha Bersama (Mutual).

ngl ketentuan <pbagaimana dimaksud dalam ayat (1}, usaha konsultan akturia

ngura
k menk ¢i dapat dilakukan olch perusahaan perorangan.

tida
(2) Dengan 4an usaha agen asuran

tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha
" dengan Undang-undang.

Bersama [Mutual) diatur lebih lanjut

{3} Ketentus

BAB Vil



KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

gara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenubnya dimiliki warga negara

a. Warga n€
Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

ahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dirmaksud dalam huruf a, dengan

b. Perus
p-e_msahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus

merupakan:

(2}

nyal kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari

a. Perusahaan perasuransian yang memp
n yang mendirikan atau memilikinya;

perusahaan perasuransia

au Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik

b. Perusahaan Asuransi Kerugian at
rugian dan atau perusahaan Reasuransi.

perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Ke

kan Perusahaan Perasura nsian sebagaimana dimaksud

ut mengenal kepemill
dengan Peraturan pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanj
dalam ayat (2] diatur

BAB Vil

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

ansian wajib mendapat lzin usaha dari mMenteri, kecuali

ukan usaha perasur ot
rakan Program Asuransi sosial.

1} Setiap pihak yan melak
(1) Setiap pihak yang ahaanfansmﬂﬂ‘i'ﬂle"ﬁgﬂ

bagl perus
in usaha sebagalmana dimaksud dalam
ndapatkan 1210 mengenai:

(2} Untuk me ayat (1) harus dipenuhi persyaratan
n
o, Anggaran dasar;
b, Susunan organisasi;
¢. permodalan;
d. kepemilikan;
o, Keahlian di bidang perasuransian:

f Kelayakan rencana kerja;



g Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransi h
sian secara sehat.

(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana d
Pe : imaksud dalam Pasal 8

maka untuk ﬂ::::::;j:: Ifm usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajlha:pena:l?:;;ishl;rr:]: h;‘
alam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan ke;-er;umszn

sebagaimana
pihak asing.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} dan
ayat {3} diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pazal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

aan Asuransi Kerugian, perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan

Reasuransl, yang terdiri dari:
1. Batas tingkat solvabilitas;

a. Kesehatan keuangan bagi Perusah

2. Retensi sendiri;
3. Reasuransi;

4, Investasl;

5. Cadangan teknis; dan

ntuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;

6. Ketentuan-ketl!
b. penyelenggd raan usaha,

1, Syarat-syarat polls asuransi;

yang terdiri dari:

2. tingkat premi;
3. penyelesalan kiaim;
n keahlian di bidang perasuransian; dan

4. persyarald
rhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

5 Ketenruawketentuan lain yang be



tE} '_-‘?fnh:::{;:siha;n Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan
sebaga aksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesual dengan prinsip-prinsip
asurans] yang sehat.

(3) Ketentuan IEhil':jlanjut mengenai kesehatan keuangan darl penyelenggaraan usaha sebagaimana
imaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

perusahaan Pialang lﬁ.suranﬂ dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang
tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asurans! kepada suatu perusahaan
asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila
calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujul mengenai adanya

Afiliasi tersebut.

rugian atas obyek asuransi

{2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian ke
Afiliasi dari Perusahaan

yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan
Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

3 dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi liwa atau

(3) Perusahaan Konsultan Aktuari
Afiliasi dari Perusahaan Konsultan aktuaria yang bersangkutan.

dana pensiun yang merupakan

(4) Agen Asurans| dilarang bertindak sebagai
usaha sebagaimana dimaksud dal

agen dari perusahaan asura nsi yang tidak mempunyai izin

am Pasal 5.

Pasal 14

(1) Program asuransi Sosial hany? dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
21 Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Soslal sebagaimana dimaksud
:::.allan?;ﬁt (1) berl aku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

binaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemariksaan berkala atau setiap

kan
(1) Dalam melakukan PEC abila diperlukan terhadap usgha perasuransian.

waktu ap
erusahaan perasuransian waijib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan [aporan-

(2) setiap P " emberikan keterangan yang diperiukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana
laporan, Sef ¥ dimaksud dalam ayat (1).



Pasal 16

li.] setlap p-erusal':an Asuransi Herl._lglan,. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan
pialang Asuransi dan Ferus_ahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan p-erh;tungan laba
rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.

(2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.

(3} Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi liwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib
mengumumbkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia
yang memiliki peredaran yang luas.

(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap Perusahaan
Asuransi liwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.

(5) Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengum uman neraca dan perhitungan laba
rugi perusahaan sebapgaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat {2), ayat (3), dan ayat {4) ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 17

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan
lakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan
usaha, atau pencabutan izin usaha.

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran
pelaksanaannya, nienteri dapat me
kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tzhapan pelaksanaan sebagal

(2} Tindakan :
berikut:

a. Pemberian peringatan;
b. Pembatasan kegiatan usaha;

c. Pencabutan izin usaha.

memerintahkan perusahaan yang bersangkutan

n izin usaha, menteri dapat
penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.

um pencabutd
|3} Sabel 5 na dalam rangka mengatasi

untuk menyusun renca
naan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi

a
(4) Tata car@ pelaks { ketentuan sebagaimana dirnakeud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan

menuh
perusahaan dalam me pemerintah.

Pasal 1B

rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3] telah

n u|'|1'_|.|ll'. I'I"I.'EI'I'IEI'ELIhi
an tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang

indaka
ook abila dari pelaksana

famh
(1) D2 n dan ap

dilaksanaka



wgngkutan tidak m::'mu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan
rmaksud, maka Menteri mencabut 1zin usaha perusahaan.

] pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki
peredaran yang luas. '

Pasal 19

Dalam ha] perusahaan telah berhasll melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari
pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4],
maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

BAB X

KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

pasal 20

ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat
cud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan
ahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

mengurangi berlakunya

ha sebagaimana dimak
takan kepada pengadilan agar perus

rta kekayaan Perusa haan Asuransi Kerugian atau Perusahaan
g dilikuidas merupakan hak utama.

(1) Dengan tidak
pencabutan izin Usa
umum dapat memin

ras pembagian ha

2] Hak pemegang polis 3
H E Asuransi Jiwa yan

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

pasal 21
nsian tanpa izin
atau menyuruh menjalankan keglatan usaha perasura .
{1) Barang siapa m Ja;a“!;a:glam pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 [lima belas)
usaha ¢ebagalma o aling hanyak npz.am.ﬂuﬂ.ﬂﬂﬂ,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
dan denda
e ansi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
iah).

premi asur
siapkan Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rup

[
kan, dan atau mengagunkan tanpa

pelas) tahu" i o
japa men elapkan . Ea:sﬁlr;:;:ﬁa:'eru;h:::j :E:T;nsi Keruglan atau Perusahaan
ng sia an Asu
(2 Bﬂ:hgkeka'l'ﬂa“ perus :nf pidana p enjara paling lama 15 (lima belas] tahun dan denda paling banyak
iaurs sl dianca™ e Rp2 500.000.000,- (dud milyar lima ratus juta rupiah).
eas ! .

(2) 8



sia
ﬂ* E:z:;::n sé}haa?;:nzrir:?i :11:1-:“?: h, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan
P e e bl sli: dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa
D s ; .E ayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi liwa
asura_nm, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa secara sendirl-sendir] atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen
Perusah_aart Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi liwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak HpISD.MlﬂJﬂ,: {dua ratus

lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap
perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratip, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih

lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Pasal 24

na dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatau
pakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan
terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang mem berikan perintah untuk melakukan tindak

i pimpi lam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap
: tau yang bertindak sebagal pimpinan d2
pidana e atayane kedua-duanya.

palam hal tindak pidana sgbagaima
hadan hukum atau badan usaha yang bukan meru

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari aenteri pada saat ditetapkannya
n sang Inl dm,'.atakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
yndang-un g
neian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri

ura
P ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) perusaha?" dengan



e
|II R T P
n.z h i =
e i’-‘f :.‘;I .
|3) Ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktu '.ra"’qa,; A2
ditetapkan oleh Menteri,

mTtﬁﬂ}?ﬂ é
Pasal 26
peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang-

undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap

berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini
ditetapkan.

BAB X1l

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan berlakunya Undang-unda

ng Ini maka Ordonnanntie op hat Levensverzekeringbedri]f (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berfaku l2gl.

Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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